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FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM 
ABSTRAK 
Oleh: Sri Devi Febrianti 
 
 Pada era modern saat ini, manusia memiliki kehidupan dengan segala 
aktivitas yang tidak pernah lepas dari perkembangan teknologi. Salah satu 
perkembangan teknologi yang sedang marak di Indonesia adalah Financial 
Technology. Financial Technology (fintech) merupakan sebuah inovasi terbaru 
dalam sistem layanan keuangan yang mendapat sentuhan dari teknologi modern, 
untuk mempermudah masyarakat melakukan pembayaran, investasi, peminjaman 
uang, transfer uang dan sebagainya.  
Rumusan masalah: (1) Apa saja peran besar Financial Technology? (2) 
Bagaimana relevansi Financial Technology dengan perkembangan zaman 
sekarang? (3) Bagaimana Financial Technology dalam sistem Ekonomi Islam?. 
Tujuan penelitian: (1) Untuk mengetahui peran besar Start-up Financial 
Technology, (2) Untuk mengetahui relevansi Financial Technology dengan 
perkembangan zaman sekarang, (3) Untuk mengetahui Financia Technology 
dalam sistem Ekonomi Islam.  
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah  Library Research atau kajian pustaka, yang 
mengumpulkan data dari literatur dan sumber-sumber lain yang mendukung dan 
mempunyai kaitan dengan pembahasan pada penelitian ini. Adapun hasil dari 
penelitian ini, yakni: (1) Ada 5 peran besar Start-up Financial Technology yaitu, 
Pertama transaksi keuangan menjadi lebih praktis dan aman. Kedua, dapat 
memajukan perkembangan bitcoin. Ketiga, dapat meningkatkan taraf hidup 
masyarakat. Keempat, dapat membangun infrastruktur perbankan sebagai solusi 
untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kelima, dapat menghapus rentenir 
pinjaman. (2) Relevansi Financial Technology pada perkembangan zaman 
sekarang sudah sangat jelas keterkaitannya dalam kehidupan sehari-hari 
masyarakat, yang memberikan kemudahan bagi kebutuhan masyarakat dalam 
melakukan transaksi keuangan, seperti pembayaran, jual beli saham, peminjaman 
dan transaksi lainnya melalui tekhnologi. (3) Financial Technology tidak 
bertentangan dalam sistem ekonomi Islam sepanjang mengikuti prinsip-prinsip 
sahnya suatu akad, serta memenuhi suatu syarat dan rukun serta hukum yang 
berlaku.  
 









FINANCIAL TECHNOLOGY IN ISLAMIC ECONOMIC SYSTEMS 
ABSTRACT 
By: Sri Devi Febrianti 
In today's modern era, humans have a life with all activities that are never 
separated from technological developments. One of the emerging technological 
developments in Indonesia is Financial Technology. Financial Technology 
(fintech) is a new innovation in financial service systems that get a touch of 
modern technology, to make it easier for people to make payments, investments, 
borrow money, transfer money and so on. 
Research Problem : (1) What are the big roles of Financial Technology? 
(2) How is the relevance of Financial Technology to current developments? (3) 
How is Financial Technology in the Islamic Economic system? Research 
objectives: (1) To find out the big role of Start-up Financial Technology, (2) To 
find out the relevance of Financial Technology with current developments, (3) To 
know Financial Technology in the Islamic Economic systems. 
This research is a library research. The method used in this study is 
Library Research or literature study, which collects data from the literature and 
other sources that support and are related to the discussion in this study. The 
results of this study are: (1) There are 5 major roles of Start-up Financial 
Technology, namely, First, financial transactions become more practical and safe. 
Second, can advance the development of bitcoin. Third, can improve the standard 
of living of the community. Fourth, can build banking infrastructure as a solution 
to increase people's purchasing power. Fifth, can remove loan lenders. (2) The 
relevance of Financial Technology in today's development is very clearly related 
to the daily life of the community, which provides convenience for the needs of 
the community in conducting financial transactions, such as payments, buying and 
selling shares, borrowing and other transactions through technology. (3) Financial 
Technology is not contradictory in the Islamic economic system insofar as it 
follows the principles of the validity of a contract, and fulfills a requirement and 
harmony as well as applicable law. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
A. Konsonan  
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi 
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab 
tersebut dan transliterasinya dengan huruf latin: 





ة Ba B Be 
د Ta t Te 
ث Śa Ś es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ 
ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha kh ka dan ha 
د Dal d De 
ذ Żal ż zet (dengan titik di atas) 
ز Ra r Er 
ش Zai z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin sy es dan ye 
ص ṣad ṣ 
es (dengan titik di 
bawah) 
ض ḍad ḍ 
de (dengan titik di 
bawah) 
ط ṭa ṭ 
te (dengan titik di 
bawah) 
ظ ẓa ẓ 
zet (dengan titik di 
bawah) 
ع „ain ….„…. Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 






ٌ Nun N En 
ٔ Wau W We 
ِ Ha H Ha 
ء Hamzah …‟… Apostrof 
ي Ya Y Ye 
 
B. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
1. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harkat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
---  َ --- Fatḥah A A 
---  َ --- Kasroh I I 
---  َ --- Ḍhommah U U 
 
Contoh: 
َََتتَك : kataba  َتَْ َْرٌ : yażhabu 
ََسِك  ذ : żukira ََِمئ  س : su‟ila 
 
2. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 







  ي --  َ -- Fatḥah dan ya Ai a dan i 
  و --  َ -- Fatḥah dan wau Au a dan u 
 
Contoh:  








Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 







ى --  َ - ا –  َ - 
Fatḥah dan 
alif atau ya 
Ā a dan garis di atas 
ي --  َ - 
Kasrah dan 
ya 
Ī i dan garis di atas 
  و --  َ - 
Ḍhommah 
dan wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
ََلَبق : qāla ََمٍْ ِق : qīla 
ىَيَز : ramā  َل ْٕ  َقٌ : yaqūlu 
 
D. Ta Marbuṭah 
Transliterasi untuk ta marbuṭah ada dua, yaitu: 
1. Ta Marbuṭah hidup 
Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan ḍamah, 
transliterasinya adalah /t/. 
2. Ta Marbuṭah mati 
Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah 
/h/. 
Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbuṭah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka 








َْلَبفَْطلاْا  َخَض ْٔ َز -   : rauḍah al-aṭfāl  
      rauḍatul-aṭfāl 
َْحَز َّٕ َُ  ً ْنا  ََخٌُْ ِد ًَ َْنا - : al-Madīnah al-Munawwarah  
- al-Madīnatul-Munawwarah 
 
E. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu: 
Contoh: 
َب َُّثَز : rabbanā ََل ََّص  : nazzala 
 َِسجَْنا : al-birr  َجَحَْنا : al-h}ajju 
 
F. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 
yaitu: لا. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiah dengan kata sandang yang diikuti 
oleh huruf Qamariah. 
1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 






Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariah ditransliterasikan 
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 
bunyinya. Baik yang diikuti huruf Syamsiah maupun huruf Qamariah, 
kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 
dengan tanda sambung/hubung. 
Contoh: 
 َم  ج َّسَنا : ar-rajulu  َىََهقَْنا : al-qalamu 
 
G. Hamzah (  ء ) 
Telah dinyatakan di atas di dalam Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa 
hamzah( ء )ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di 
tengah dan di akhir kata. Bila hamzah( ء )itu terletak di awal kata, ia tidak 
dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 
Contoh: 
Hamzah di awal: 
 َدْسِي ا : umirtu ََمََكا : akala 
Hamzah di tengah: 
ٌََ ْٔ  ر  ْخَأت : ta‟khużūna ٌََ ْٕ  ه  ْكَأت : ta‟kulūna 
Hamzah di akhir: 
 َء ًْ َش : syai‟un  َء ْٕ َُّنا : an-nau‟u 
 
H. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan 







ٌََ اَصٍْ ًِ ْنا َٔ ََمٍْ َكْناَا  ٕف ْٔ َ َبف 
: Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna 
- Fa aufūl-kaila wal-mīzāna 
َََََََبَْ بَسْس  ي َٔ بَْ اَسْجَيَِاللهَِىِْسثَََََََ - : Bismillāhi majrēhā wa mursāhā 
 
 
I. Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 
seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan 
untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri 
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 
Contoh: 
 َل ْٕ  سَزَِّلاا  د ًَّ َح  يبَي َٔ : Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
َِّ ٍْ ِفََلِصَْ  اَْيِرَّناَ ٌَ بَضَيَز  سْٓ َش ٌَ ٰاْس قنْا   : Syahru Ramaḍāna al-lażī unzila fīhi al-
Qur‟anu 
 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf 
kapital tidak dipergunakan. 
Contoh: 
تٌْ َِسقَ  خَْتف َٔ َِاللهَ ٍَ ِي  سَْص : Naṣrum minallāhi wa fatḥun qarīb 
َِلله ِ
بًعٍْ ًِ َج  سَْيلاْا 
- : Lillāhi al-amru jamī‟an 
- Lillāhi amru jamī‟an 
 
Sumber : Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama 
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A. Latar Belakang Masalah 
Masyarakat saat ini tengah mengalami perubahan besar dalam pola 
dan gaya hidup. Melalui kemajuan teknologi dengan adanya penetrasi internet 
yang sangat masif, masyarakat dapat secara instan terhubung satu dengan 
yang lain. Hal ini mengubah cara masyarakat dalam berkomunikasi, bekerja, 
dan bertransaksi membelanjakan pendapatannya.
1
  
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat di 
era digital saat ini telah mempengaruhi pola perilaku manusia dalam 
mengakses beragam informasi dan berbagai fitur layanan elektronik.
2
 
Perubahan pola kehidupan tersebut terjadi di semua bidang, baik sosial, 
budaya, ekonomi, maupun bidang lainnya. Perkembangan teknologi 
informasi tersebut antara lain ditandai dengan berkembangnya teknologi 
internet.
3
 Hadirnya teknologi internet ini dengan menawarkan berbagai 
macam kecanggihannya pada tiap-tiap bidang kehidupan manusia, membuat 
segala bentuk usaha dan kegiatan manusia akan semakin terasa mudah.
4
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Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 telah 
mengguncang tingkat kepercayaan masyarakat akan sistem keuangan formal. 
Peristiwa menyebabkan respons dari otoritas dengan memperketat rezim 
pengaturan lembaga keuangan. Kombinasi keduanya kemudian menciptakan 
financing gap
5
 yang lebar. Ditengah kondisi tersebut, lahirlah perusahaan 
Financial Technology (FinTech) sebagai solusi alternatif untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat akan layanan jasa keuangan.
 6
  
Financial Technology didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari 
perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan 
dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien. Sementara itu, Financial 
Technlogy juga didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan 
keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau 
produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan 
keuangan,
7
 dengan ide kreatif dan inovasi teknologi, Financial Technology 
menawarkan pilihan baru bagi konsumen dalam melakukan aktivitas 
pembayaran, pengiriman uang, intermediasi dana, dan investasi.
8
 
Pertumbuhan Financial Technology sangat pesat dalam beberapa 
tahun terakhir, dibarengi dengan era generasi millenial yang telah beranjak 
dewasa, sehingga menjadi pasar yang amat potensial. Generasi “melek 
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teknologi”9 ini juga sedikit enggan berhadapan dengan kekakuan yang 
mungkin dirasakan dari lembaga keuangan formal, sehingga semakin 
mendorong pertumbuhan Fintech. Dengan terobosan oleh Fintech, aktivitas 
yang mungkin satu dekade lalu belum terpikirkan oleh konsumen, saat ini 
sudah dapat dilakukan. Contohnya ialah pembayaran yang cukup banyak 
dilakukan via smartphone, mengakses pembiayaan via situs online dengan 




, dan bahkan mendapatkan 




. Konsep fintech yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang 
dipadukan dengan bidang finansial di yakinkan bisa menghadirkan proses 
transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern. Start-up financial 
technology tentunya tidak akan banyak bermunculan bila tidak memiliki 
peran yang besar. Banyak hal yang membuat perkembangan financial 
technology mampu mempengaruhi gaya hidup masyarakat dunia. Alasan-
alasan tersebut membuat bidang financial technology terus tumbuh menjadi 
sebuah kebutuhan baru bagi masyarakat.
13
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Pada saat ini financial adalah salah satu bidang yang mendukung 
kekuatan pertumbuhan perekonomian suatu Negara, serta merupakan 
lokomotif pertumbuhan sektor riil pada kapitalisasi dan inovasi teknologi. Di 
era digital seperti sekarang ini Financial Technology atau biasa disebut 
Fintech memang sedang naik daun.
14
  Menurut perkembangan terbaru, bisnis 
di bidang teknologi keuangan atau dikenal dengan Fintech ini akan terus 
tumbuh di Indonesia. Buktinya pada bulan Juni 2018, sudah ada 54 
perusahaan Fintech  yang sudah terdaftar di OJK, dan ada 34 perusahaan 
yang masih dalam proses didaftarkan.  
Dari sini regulasi, Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan PBI 
18/40/PBI/2016 tanggal 14 November 2016 tentang penyelenggaraan 
pemrosesan transaksi pembayaran. Begitu juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
selaku lembaga yang berwenang untuk mengawasi kegiatan fintech telah 
mengeluarkan regulasi Fintech yaitu Peraturan OJK Nomor 
77/POJK.01/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Layanan Pinjam 
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dalam peraturan tersebut 
disampaikan bahwa simpan meminjam uang berbasis teknologi adalah 
penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi 
pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian 
pinjam meminjama dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem 
elektronik dengan menggunakan jaringan internet
15
. Hal ini menunjukkan 
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bahwa regulator sudah menangkap peluang pasar dengan memagarinya 




Bisnis Fintech berkembang pesat di Indonesia karena keberadaan 
Fintech banyak memberikan kemudahan bagi kebutuhan manusia dalam 
melakukan transaksi keuangan, seperti pembayaran, jual beli saham, 
peminjaman, dan transaksi lainnya melalui teknologi.
17
 Segala bentuk 
kegiatan manusia yang bertujuan untuk mempermudah manusia lainnya 
merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT, sesuai didalam 
firman-Nya Al-Baqarah ayat 185 yang Artinya: “Allah menghendaki 
kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu” maksudnya 
Allah menegaskan bahwa peraturanNya itu adalah untuk memudahkan 
manusia dan bukan untuk menyulitkan manusia sehingga Allah SWT 
memerintah manusia untuk mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya ini 
supaya orang-orang bersyukur. 
Financial Technology yang selama ini masuk dalam sistem keuangan 
konvensional, perlahan-lahan masuk ke sistem keuangan syariah. Melihat 
perubahan ini, tentu saja nasabah harus lebih banyak mempelajari rambu-
rambu syariah di area Fintech, mulai dari akad, syarat, rukun, hukum, 
administrasi pajak, akuntansi hingga audit
18
, agar terhindar dari unsur riba dan 
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maupun gharar. Contohnya seperti pemberian Cashback dan diskon yang 
diberikan kepada investor juga harus hati-hati, karena ini sifatnya adalah 
investasi jangan sampai terjadi ketidakjelasan skemanya.
19
 
Sebagai umat Islam juga patut mengetahui perkembangan dari 
Financial Technology ini. Sebelum memanfaatkan kemudahan yang 
ditawarkan pada produk-produk dalam perusahaan ini, perlu mencari tau 
apakah Financial Technology ini sejalan dengan ekonomi Islam dan apakah 
penggunaannya juga tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam.  
Berdasarkan latar belakang di atas, dalam menganalisis sejauh mana 
maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Apa 
saja peran besar dari Start-up , bagaimana relevansi fintech dengan 
perkembangan zaman sekarang dan bagaimana fintech dalam perspektif 
ekonomi islam. Penelitian ini berjudul “Peran Financial Technology dalam 
Sistem Ekonomi Islam”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan di atas, maka masalah 
dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Apa saja peran besar dari start up financial technologhy? 
2. Bagaimana relevansi financial technologhy dengan perkembangan 
zaman sekarang? 
3. Bagaimana financial technologhy dalam sistem ekonomi islam? 
C. Tujuan Penulisan 
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Dari latar belakang dan rumusan masalah yang peneliti paparkan 
sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Mengetahui, memahami dan menganalisis apa saja peran besar dari 
start up financial technologhy. 
2. Mengetahui, memahami dan menganalisis bagaimana relevansi 
financial technologhy dengan perkembangan zaman sekarang. 
3. Mengetahui, memahami,dan menganalisis bagaimana financial 
technologhy dalam sistem ekonomi Islam. 
D. Manfaat Penelitian 
Mengenai hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
bagi pengembangan khazanah keilmuan ilmiah di lingkungan Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, khususnya jurusan syari‟ah program 
studi Ekonomi Syari‟ah. Penelitian ini merupakan salah satu titik bukti yang 
menggambarkan tentang aktivitas Ekonomi Syari‟ah. 
Disamping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menarik para 
akademisi lainnya untuk dapat mengembangkan tulisan ini dan menjadi salah 
satu bahan rujukan penelitian selanjutnya dengan memperdalam substansi 
penelitian serta melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda. 
Sehingga pada nantinya bukan hanya alternatif dalam penulisan ini yang ada, 
akan tetapi muncul alternatif-alternatif baru yang lebih unggul serta dinamis 
untuk kemaslahatan bersama. 




Pembahasan dalam penelitian ini agar lebih terarah nantinya, maka 
penulis membuat sistematika sebagai berikut: 
BAB I berupa Pendahuluan yang berisi uraian tentang Latar Belakang, 
Rumusan Masalah, Tujuan penulisan, Manfaat Penelitian, Sistematika 
Penulisan dan Metodologi Penulisan. 
BAB II berupa Kajian Pustaka yang berisi tentang Penelitian Terdahulu, 
Kajian Teoritik, Kerangka fikir dan Pertanyaan Penelitian. 
BAB III berupa Gambaran Umum Objek Penelitian. 
BAB IV berupa Pembahasan dan Analisis Data, yang terdiri dari Apa 
saja peran besar start up financial technologhy, bagaimana relevansi financial 
technologhy pada zaman sekarang dan bagaimana financial technologhy 
dalam perspektif ekonomi islam. 
BAB V berupa penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 
F. Metodologi Penulisan 
1. Tempat dan Waktu Penelitian 
a. Tempat Penelitian 
Adapun yang menjadi tempat penelitian ini dilakukan di Perpustakaan 
IAIN Palangka Raya, Jl. G.Obos Komplek Islamic Center Palangka Raya, 
Kalimantan Tengah. 
b. Waktu Penelitian 
Waktu penelitian yang digunakan untuk melaksanakan penelitian 
tentang “Financial Technology dalam sistem Ekonomi Islam”, telah 




jangka waktu tersebut peneliti mempergunakannya semaksimal mungkin 
untuk menggali informasi dan pengumpulan data yang valid yang diperlukan 
dalam penelitian ini. 
2. Pendekatan dan Jenis Penelitian 
a. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sebab sumber data 
maupun hasil penelitian dalam penelitian kepustakaan (Library Research) 
berupa deskripsi kata-kata. 
Moleong mengungkapkan sebelas karakteristik penelitian kualitatif, 
yaitu: berlatar alamiah, manusia sebagai alat (instrumen), menggunakan 
metode kualitatif, analisa data secara induktif, teori dari dasar/grounded, 
theory (menuju pada arah penyusunan teori berdasarkan data), data bersifat 
deskriptif (data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan 
angka-angka), lebih mementingkan proses dari pada hasil, adanya batas yang 
ditentukan oleh fokus, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, dan 
desain yang bersifat sementara (desain penelitian terus berkembang sesuai 
dengan kenyataan lapangan).
20
 Dari kutipan ini dapat dipahami bahwa penulis 
menekankan akan pentingnya proses dalam penelitian dibandingkan hasilnya. 
Secara umum pendekatan penelitian kualitatif pada studi kepustakaan sama 
dengan penelitian kualitatif yang lain, hanya saja perbedaannya terletak pada 
sumber data atau informasi yang dijadikan sebagai bahan penelitian. 
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Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, 
suatu data yang mengandung makna.
21
 Penulis dalam penelitian ini akan 
menggali makna dari informasi atau data empirik yang didapat dari buku-
buku, hasil laporan penelitian ilmiah ataupun resmi maupun dari literatur 
yang lain. 
b. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan riset kepustakaan (Library Research). Apa yang 
disebut dengan riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah 
serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data 
pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.
22
 
Sedangkan menurut Mahmud dalam Metode Penelitian Pendidikan 
menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang 
dilakukan dengan  membaca buku-buku atau majalah dan sumber data 
lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan 
maupun di tempat-tempat lain.
23
 Dari penjelasan di atas dapat dipahami 
bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat 
data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu 
mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian 
kepustakaan. 
Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan 
karena setidaknya ada beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama bahwa 
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sumber data tidak melulu bisa didapat dari perpustakaan atau dokumen-
dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari journal, buku maupun literatur 
yang lain. 
Kedua, studi kepustakaan diperlukan sebagai salah satu cara untuk 
memahami gejala-gejala baru yang terjadi yang belum dapat dipahami, 
kemudian dengan studi kepustakaan ini akan dapat dipahami gejala tersebut. 
Sehingga dalam mengatasi suatu gejala yang terjadi, penulis dapat 
merumuskan konsep untuk menyelesaikan suatu permasalah yang muncul. 
Alasan ketiga ialah data pustaka tetap andal untuk menjawab persoalan 
penelitiannya.
24
 Bagaimanapun, informasi atau data empirik yang telah 
dikumpulkan oleh orang lain, baik berupa buku-buku, laporan-laporan ilmiah 
ataupun laporan-laporan hasil penelitian tetap dapat digunakan oleh peneliti 
kepustakaan. Bahkan dalam kasus tertentu data lapangan masih kurang 
signifikan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang akan dilaksanakan. 
3. Sumber Data 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau Library 
Research. Maka sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai 
literatur, di antaranya buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi, dan lain 
sebagainya. Untuk lebih jelasnya, maka sumber data dalam penelitian ini 
dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder, dengan uraian 
sebagai berikut: 
a. Sumber Primer 
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Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan 
peneliti dari objek penelitian.
25
 Adapun sumber primer dalam penelitian ini 
adalah jurnal-jurnal terpercaya yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu 
Prihatwono Law Research yang bejudul “Jurnal Hukum Fintech, Teknologi, 
Telekomunikasi & Perbankan Syariah riah” karya Ade Bagus Rindi, Jurnal 
Ekonomi dan Bisnis Islam yang berjudul “Analisis Swot Implementasi 
Teknolgi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia”, 
karya Imanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto, Jurnal Masharif al-Syariah: 
Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah yang berjudul “Peran Fintech Dalam 
Meningkatkan Keuangan inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan 
Keuangan Syariah)” karya Irma Muzdalifa, dkk, Jurnal Forum Keuangan dan 
Bisnis Indonesia yang berjudul  “Tantangan terhadap Ancaman Disruptif 
dari Financial Technology dan Peran Pemerintah dalam 
menyikapinya”karya Posma Sariguna Johnson Kennedy dan beberapa jurnl 
lain yang mendukung tema ini. 
b. Sumber Sekunder 
Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti 
menunjang data pokok.
26
 Adapun sumber sekunder pada penelitian ini adalah 
buku-buku lain yang mengkaji tentang konsep pendidikan berbasis 
pengalaman.  
Buku-buku yang masuk sebagai sumber sekunder dijadikan sebagai 
pendukung data primer. Artinya buku-buku ini berposisi sebagai pendukung 
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data primer untuk menguatkan konsep Financial Technology dalam sistem 
ekonomi Islam yang ada di dalam data primer. Buku-bukunya adalah 
“Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar” karya Ahmad Dakhoir dan Itsla 
Yunisva Aviva, “Visi dan Aksi Ekonomi islam” karya Muhammad dan 
Rahmad Kurniawan, “Norma dan Etika Ekonomi islam” karya Yusuf 
Qardhawi, “Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup 
Dalam Berekonomi)” karya Hamzah Ya‟qub, “Ekonomi Islam” P3EI UII 
Yogyakarta, “Hukum Sistem Ekonomi Islam” dan “Hukum Ekonomi Syari‟ah 
di Indonesia” karya Mardani, “Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar” 
karya Heri Sudarsono, “Hukum Ekonomi Syari‟ah dalam Perspektif 
Kewenangan Peradilan Agama” karya Abdul Manan, “Pengenalan Eksklusif  
Ekonomi Islam” karya Mustafa Edwin Nasution dkk, dan beberapa buku lain 























A. Penelitian Terdahulu 
Peneliti tertarik mengambil judul penelitian “Peran Financial 
Technologhy Dalam Sistem Ekonomi Islam di kota Palangka Raya”, dengan 
merujuk kajian terdahulu sebagai berikut: 
Wahyu Alimirruchi (2017), meneliti tentang Analisis Kinerja 
Operasional Dan Keuangan Pada Perusahaan Teknologi Keuangan 
(FINTECH) (Studi Kasus di Samsung Pay).  Masalah yang dikaji dalam 
penelitian ini adalah lebih fokus dalam menganalisis kinerja keuangan dan 
operasional dari Samsung Pay di Amerika Serikat pada tahun 2015. Hasil dari 
penelitian ini adalah peneliti menemukan bahwa nilai dari kinerja keuangan 
dan operasional Samsung Pay adalah 3,1 dari 4. Sehingga dapat dikatakan 
bahwa kinerja operasional dan keuangan dari Samsung Pay adalah baik.
27
 
Imanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto (2017), meneliti tentang 
“Analisis Swot Implementasi Teknologi Financial Terhadap Kualitas 
Layanan Perbankan Di Indonesia”. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini  
fokus pada analisis kualitas pelayanan perbankan di Indonesia terhadap 
seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di 
daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Terpencil) menggunakan analisis swot. 
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Hasil kajian dari penelitian ini adalah dapat menganalisis secara mendalam 
mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) implementasi 
teknologi finansial terhadap kualitas layanan perbankan Indonesia di era 
digital melalui literatur perbankan.
28
 
Carissa Akhlaq Mulia Purnomo (2018), meneliti tentang 
“Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik Peer To Peer Lending 
Yang Disediakan Oleh PT Amartha Mikro Fintek”. Masalah yang dikaji 
dalam penelitian ini fokus pada isu mengenai potensi gagal bayar dalam 
penyelenggaraan pinjam-meminjam P2P antara PT Amartha Mikro Fintek 
dengan para peminjamnya. Hasil kajian dari penelitian ini adalah bahwa 
hubungan hukum yang mengikat antara PT Amartha Mikro Fintek dengan 
para peminjamnya adalah hubungan hukum antara penyelenggara sistem 
elektronik dan pengguna sistem elektronik sesuai dengan Undang-Undang 
No. 9 Tahun 2016 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 
tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Sedangkan 
hubungan keduanya dalam perjanjian pinjam-meminjam P2P adalah 
hubungan administratif. Di sisi lain, akibat hukum dari kegagalan 
pembayaran karena ketidakmampuan peminjam untuk membayar hanyalah 
putusnya perjanjian pinjam-meminjam P2P dengan investor. Sedangkan 
dalam hal kegagalan sistem, para pengguna baik investor dan peminjam dapat 
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Budi Wibowo (2017), meneliti tentang  “Analisa Regulasi Fintech 
Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia”. Masalah yang dikaji dalam 
penelitian ini adalah terfokus pada menganalisis regulasi fintech dalm 
membangun perekonomi di Indonesia dengan berbagai kemudahan yang 
ditawarkan oleh perusahaan fintech. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa 
regulasi dari kehadiran fintech ini telah menjadi keniscayaan yang sejalan 
dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Regulasinya pun 
sedang di kaji oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan mengeluarkan 
sejumlah aturan ketat, agar memastikan risiko fintech dapat dimitigasi dan 
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B. Deskripsi Teoritik 
1. Teori Financial Technology 
a.) Pengertian Financial Technologhy 
Fintech berasal dari istilah financial technology atau teknologi 
finansial. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC), di Dublin, 
Irlandia, mendefinisikan fintech sebagai “innovation infinancial service”atau 
“inovasi dalam layanan keuangan fintech” yang merupakan suatu inovasi 
pada sektor finansial dengan memberikan sentuhan teknologi modern. 









Fintech atau yang dalam bahasa Indonesianya disebut Teknologi 
Informasi adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang 
menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta 
dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau 
efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Bahwa 
perkembangan teknologi dan sistem informasi saat ini terus melahirkan 
berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan teknologi finansial untuk 
memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat termasuk akses terhadap layanan 
finansial dan pemrosesan transaksi. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Bank 
Indonesia Nomor 19/12/ PBI 2017 tentang teknologi finansial bahwa 
teknologi finansial ini harus memenuhi kriteria yaitu:  
1.) Bersifat inovatif  
2.) Dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis 
finansial yang telah eksis  
3.) Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat 
4.) Dapat dipergunakan secara luas 
5.) Kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia32 
Industri financial technologi (fintech) merupakan salah satu metode 
layanan jasa keuangan yang mulai populer di era digital sekarang ini. Dan 
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pembayaran digital menjadi salah satu sektor dalam industri Fintech yang 
paling berkembang di Indonesia. Sektor inilah yang kemudian paling 
diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mendorong peningkatan 
jumlah masyarakat yang memiliki akses kepada layanan keuangan
33
 
Financial technology/FinTech merupakan hasil gabungan antara jasa 
keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari 
konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus 
bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan 
transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan 
dalam hitungan detik saja.
34
 
b.) Financial Technology Dalam Bidang Ekonomi 
Fintech lahir dan berkembang sesuai tuntutan zaman dan pasar 
ekonomi, dimana proses pembayaran, transfer, jual beli, hingga pembiayaan 
diharapkan menjadi semakin praktis, aman dan modern. Kegiatan transaksi 
pun kini dapat dilakukan secara elektronik melalui smartphone, tablet atau 
perangkat genggam lainnya. 
Kehadiran fintech adalah melengkapi rantai transaksi keuangan dan 
turut memperkuat ekosistem keuangan, dan bukan menggantikan peran 
institusi keuangan tradisional. Fintech mendukung peran bank atau lembaga 
keuangan dalam memberikan jasa keuangan kepada nasabah, membantu 
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nasabah dalam m embuat keputusan keuangan, mengurangi biaya operasional 
dan risiko kerugian (misalnya akibat kredit macet) dan mengembangkan pasar 
karena fintech sendiri menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan 
pemasaran suatu produk di tengah industri keuangan, utamanya karena 
pemasaran produk secara online makin disukai oleh publik. 
Fintech saat ini telah memiliki banyak fungsi yang tidak hanya sebagai 
layanan transaksi keuangan online. Hasil riset Asosiasi FinTech Indonesia 
melaporkan bahwa saat ini perusahaan fintech di Indonesia  masih didominasi 
oleh perusahaan pembayaran (44%), agregator (15%), pembiayaan (15%), 
perencana keuangan untuk personal maupun perusahaan (10%), 
crowdfunding (8%) dan lainnya (8%).
35
 
c.) Jenis-Jenis Financial Technology 
Ada enam jenis-jenis Fintech  yang dikemukakan oleh Rosse (2016) 
yaitu:  
1.) Manajemen Aset 
Manajemen aset adalah sebuah Platform Expense Management System 
membantu berjalannya usaha lebih praktis dan efisien. Dengan adanya start-
up seperti Jojonomic
36
 ini, masyarakat Indonesia bisa lebih paperless
37
, 
karena semua rekapan pergantian biaya yang semula dilakukan manual, 
cukup dilakukan melalui aplikasi untuk persetujuan pergantian biaya tersebut. 
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2.) Crowd Funding 
Crowd Funding adalah start-up yang menyediakan platform 
penggalangan dana untuk disalurkan kembali kepada orang-orang yang 
membutuhkan, seperti korban bencana alam, korban perang, mendanai 
pembuatan karya, dan sebagainya.
38
 Contoh penyedia platformnya adalah 





E-Money atau uang elektronik, sebagaimana namanya, adalah uang 
yang dikemas ke dalam dunia digital, sehingga dapat dikatakan dompet 
elektronik. Uang ini umumnya bisa digunakan untuk berbelanja, membayar 
tagihan, dan lain-lain melalui sebuah aplikasi.
40
 Sejak pemerintah mendorong 
pembayaran uang elektronik, seperti untuk masuk tol, tiket kereta, tempat 
wisata milik negara dan sebagainya, tanpa disadari fungsi uang yang tadinya 
sebagai alat pembayaran yang sah menjadi mulai ditinggalkan, digantikan 
kartu digital yang lebih praktis dan aman untuk dibawa. Contoh E-Money  
yang beredar saat ini adalah Flash BCA, E-Money Mandiri, Brizzi BRI, Tap 
Cash BNI, Blink BTN, Mega Cash, Nobu E-Money, Jak-Card Bank DKI dan 
Skye Mobile Money terbitan Skye Sab Indonesia.
41
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4.) Insurance  
Jenis start-up yang bergerak di bidang insurance ini cukup menarik 
yaitu start-up asuransi yang menyediakan layanan kepada penggunanya 
berupa informasi rumah sakit terdekat, dokter terpercaya, referensi rumah 
sakit, dan sebagainya. Contohnya HiOscar.com yaitu start-up yang 
dibangun dengan tujuan untuk memberikan cara yang sederhana, intuitif, 




5.) Peer to peer (P2P) Lending 
Peer to peer (P2P) Lending adalah layanan pinjaman uang yang 
diawasi OJK untuk membantu pelaku UMKM yang belum memiliki 
rekening di bank.
43
 Peer to peer (P2P) Lending merupakan start-up yang 
menyediakan platform pinjaman secara online. Urusan permodalan yang 
sering dianggap bagian paling vital untuk membuka usaha, melahirkan ide 
banyak pihak untuk mendirikan start-up jenis ini. Dengan demikian, bagi 
orang-orang yang membutuhkan dana untuk membuka atau 
mengembangkan usahanya, sekarang ini bisa menggunakan jasa start-up 
yang bergerak di bidang peer to peer (P2P) Lending.
44
 Contohnya adalah 
UangTeman, TemanUsaha, Koinworks, Danadidik, Kredivo, 
ShootYourDream dan sebagainya. 
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E-Wallet sebenarnya juga termasuk dalam kategori E-Money. Bedanya 
E-Money menggunakan teknologi berbasis chip yang ditanam pada kartu. 
Dengan bentuknya sebagai kartu, E-Money menjadi lebih populer karena 
secara fisik masih bisa dipegang sehingga mudah untuk digunakan 
sekaligus secara psikologis, pemiliknya merasa nyaman. Sementara E-
Wallet  menggunakan teknologi berbasis server. Pengguna E-Wallet  saat 
ini lebih banyak untuk belanja online, belanja di gerai ritel offline, 




2. Teori  Ekonomi Islam 
Para ahli ekonomi Muslim memberikan pengertian ekonomi Islam 
yang bervariasi, tetapi pada dasarnya mengandung esensi makna yang 
sama. Pada intinya ekonomi Islam merupakan cabang ilmu pengetahuan 
yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan menyelesaikan 
permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. 
Ekonomi Islam dimaksud untuk mempelajari upaya manusia untuk 
mencapai falah dengan sumber daya yang ada melalui mekanisme 
pertukaran barang dan jasa dengan menggunakan alat tukar ekonomi 
berupa uang yang diikat oleh nilai-nilai Islam.
46
 Sistem ekonomi Islam ini  
bersumber dari wahyu yang transendental (al-Qur‟an dan as-Sunnah/al-
Hadits) dan sumber interpretasi dari wahyu yang disebut dengan ijtihad. 
                                                          
45
Trending Bisnis, Mengenal Fintech dan Jenisnya di Indonesia, trendingbisnis.com 
(Online 08 September 2018). 
46





Hukum-hukum yang diambil dari sumber nash al-Qur‟an dan al-Hadits 
yang merupakan nash qath‟i itu secara konsep dan prinsip adalah tetap 
(tidak dapat berubah kapanpun dan dimanapun), tetapi dalam hal yang 
berhubungan dengan nash yang bersifat zhanni, itu dapat berubah yang 
dipengaruhi oleh waktu, tempat, dan keadaan.
47
 
Definisi dari para ahli mengenai ekonomi Islam adalah sebagai 
berikut: 
Pendekatan definisi oleh Hanazuzzaman dan Metwally yang dikutip 
oleh P3EI UII Yogyakarta: 
Ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang diturunkan dari 
ajaran Alquran dan Hadis. Segala bentuk pemikiran ataupun praktek 
ekonomi yang tidak bersumberkan dari Alquran dan Hadis tidak 
dapat dipandang sebagai ekonomi Islam. Untuk dapat menjelaskan 
masalah kekinian menggunakan metode fikih untuk menjelaskan 
fenomena tersebut bersesuai dengan ajaran Alquran dan Hadis.
48
 
Muhammad Abdul Manan yang dikutip oleh Heri Sudarsono 
memberikan pengertian:  Ekonomi Islam adalah merupakan ilmu 
pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat 
yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
49
 
Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan ketuhanan. Ia 
bertitik tolak dari Tuhan dan memiliki tujuan akhir pada Tuhan. Tujuan 
ekonomi ini untuk membantu manusia untuk menyembah Tuhannya yang 
“telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar serta 
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mengamankan mereka dari ketakutan” juga untuk menyelamatkan manusia 
dari kemiskinan yang bisa mengkafirkan dan kelaparan yang bisa 
mendatangkan dosa. Juga untuk merendahkan suara orang-orang zalim di 
atas suara orang-orang beriman.
50
 
a.) Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam 
Bangunan ekonomi islam di dasarkan atas lima nilai universal yang 
menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proporsi-proporsi dan teori-teori 
ekonomi Islam. Kelima nilai universal tersebut sebagaimana disebutkan 
oleh Adiwarman Karim, yaitu: 
(1.) Tauhid dan Aqidah 
Tauhid dipahami sebagai sebuah ungkapan keyakinan (syahadat) 
seorang muslim atas keesaan Tuhan. Istilah tauhid dikonstruksi berarti satu 
(esa) yaitu dasar kepercayaan yang menjiwai manusia dan seluruh 
aktivitasnya. Konsep tauhid berisikan kepasrahan manusia kepada 
Tuhannya, dalam perspektif yang lebih luas, konsep ini merefleksikan 




Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia 
menyaksikan bahwa “tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah” 
dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya selain daripada Allah”. 
Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus 
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 termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang 
ada. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-An‟am : 3 yang 
berbunyi: 
                                   
 
Artinya:  
“Dan Dialah Allah (yang disembah), baik di langit maupun di bumi; 
Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan 
dan mengetahui (pula) apa yang kamu usahakan.” (QS. Al-an‟am [6] : 3)53 
Islam berpandangan bahwa segala sesuatu yang ada tidak diciptakan 
dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan di ciptakan manusia adalah 
untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam 
hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (mu‟amalah) di 
bingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya kita 




Tauhid dalam bidang ekonomi mengantarkan para pelaku ekonomi 
untuk berkeyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah semata, 
keuntungan yang diperoleh pengusaha adalah berkat anugerah dari Tuhan. 
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Tauhid juga mengantar pengusaha untuk tidak hanya mengejar keuntungan 
duniawi, karena hidup adalah kesatuan antara dunia dan akhirat.
55
 
Sedangkan akidah ini merupakan dasar keseluruhan tatanan 
kehidupan dalam Islam, termasuk tatanan dalam ekonomi. Tatanan dalam 
Islam merupakan bagian dari akidah. Tugas tatanan adalah melindungi 
akidah, memperdalam akar-akarnya, meyebarluaskan cahayanya, dan 
membentenginya dari segala rintangan, serta merealisasikannya dalam 
kehidupan sehari-hari. 
Tatanan kehidupan dalam Islam bersifat sempurna dan spesifik. Ia 
mencakup ibadah yang meninggikn derajat rohani dan menjalin hubungan 
manusia dengan Tuhannya; etika yang meletakkan insting pada tempatnya 
dan membersihkan jiwa; sopan santun yang meninggikan karakter dan 
menghiasi kehidupan; serta syariat yang mengatur masalah halal-haram 
dan nilai-nilai keadilan, menjauhkan maksiat atau kezaliman, dan 
mengatur hubungan antarindividu, individu dengan keluarga individu 
dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, atas dasar 
persahabatan, persamaan dan keadilan. Syariat juga menerangkan hak dan 
kewajiban, termasuk di dalamnya sanksi-sanksi dalam penyelewengan.
56
 
(2.) Rahmatan lil „Alamin 
Sistem ekonomi yang berkembang selama ini adalah sistem ekonomi 
kapitalis,sosialis dan percampuran atau gabungan dari dua sistem tersebut. 
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Semua sistem tersebut merupakan beberapa sistem ekonomi yang 
berkembang berdasarkan pemikiran orang-orang barat. 
Semua sistem ekonomi tersebut terbukti belum mampu dan belum 
sepenuhnya berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan 
ekonomi hingga saat ini.
57
 Sistem tersebut juga terbukti berlandaskan 
petunjuk Al-Qur‟an dan As-Sunnah, akan membawa ummat manusia pada 
jalan yang diridhoi oleh-Nya. 
Perkembangan sistem ekonomi syariah sekarang ini bukan untuk 
menjadi rival sistem ekonomi yang sudah ada, tetapi bagaimana sistem ini 
berfungsi sebagai petutup kekurangan terhadap semua sistem ekonomi 
yang telah ada sebelumnya. System ini didasarkan pada agama Islam, 
karena Islam sebagai “rahmatan lil alamin” yaitu rahmat bagi semesta 
alam, mempunyai makna yang dalam, bukan hanya untuk ummat Islam 
saja, tetapi juga untuk seluruh makhluk-Nya yang ada dimuka bumi ini. 
Islam sangat mengatur berbagai aspek kehidupan manusia didunia ini, 
mulai dari bangun tidur di pagi hari hingga tidur kembali dimalam hari. 
Semuanya telah di atur dalam agama Islam secara terperinci, semata-mata 
untuk mencapai keridhaan dan kebahagiaan dari Allah SWT Sang Pencipta 
baik didunia maupun di akhirat kelak. 
Kegiatan ekonomi dalam agama Islam harus di dasarkan pada 
hukum syara‟, dalam artian ada yang boleh di laksanakan dan sebaliknya 
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ada yang tidak  boleh dilaksanakan dengan kata lain “harus ada 
etika”.kegiatan ekonomi merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah 
SWT, sesuai didalam firman-Nya: adh-dzariyyat ayat 56 yang berbunyi:
58
 
                   
Artinya: 
 “Dan aku tidak ciptakan zin dan manusia, kecuali untuk beribadah 
kepada-Ku”.59 
Pada hakikatnya harta dalam agama Islam adalah milik Allah SWT, 
harta merupakan pemberian Ilahi dan juga sebagai titipan dari-Nya kepada 
kita manusia didunia ini. Oleh karena itu, wajib hukumnya menjaga dan 
menggunakan sesuai dengan tuntunan Al-Qur‟an dan As-Sunnah. Agama 
Islam secara jelas telah menerangkan yang berkaitan dengan aturan-aturan 
dalam masalah harta tersebut. Islam telah mengatur dalam masalah harta 
mulai dari sisi cara mendapatkannya, kemudian cara menggunakannya, 
hingga cara memberikannya kepada yang berhak baik itu dalam bentuk 
shadaqah, infaq, dan zakat. Semua penjelasan terkait masalah harta telah 
diatur dalam agama Islam sesuai dengan tuntunan Qur‟an dan Sunnah.60 
(3.) Tahqiq „Adl (Mewujudkan Keadilan) 
Salah satu prinsip yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan 
ekonomi islam adalah keadilan. Berperilaku adil tidak hanya berdasarkan 
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kepada Al-Qur‟an dan Al-hadis, tetapi didasarkan pula pada pertimbangan 
hukum alam, yang didasarkan pada keseimbangan dan keadilan.
61
 
Keadilan (adl) adalah sebuah konsep universal yang ada dan dimiliki 
oleh semua ideologi, aliran filsafat moral, dan bahkan ajaran setiap agama. 
Dalam Islam, keadilan tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada nilai-
nilai absolut yang diwahyukan Tuhan dan penerimaan manusia terhadap 
nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban.
62
 
Penegakan keadilan dan pembasmi bentuk diskriminasi telah 
ditekankan oleh Al-Qur‟an, bahkan salah satu tujuan utama risalah 
kenabian adalah untuk menegakkan keadilan. Bahkan Al-Qur‟an 
menempatkan keadilan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan.
63
 
Penegakkan keadilan dan usaha mengeliminisasi segala bentuk 
didiskriminisasi menjadi prioritas utama Al-Qur‟an sebagaimana yang 
difirmankan oleh Allah SWT dalam surat al-Maidah (5) ayat 8: 
 
                               
                                    
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“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-
orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi 
dengan adil. Dan janganlah kamu sekali-kali kebencianmu terhadap suatu 
kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil-lah, karena  
adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-maidah : 8)64 
Prinsip keadilan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah tersebut 
haruslah dilaksankan dalam segala dimensi kehidupan, bila hal ini tidak 
terlaksana, maka penindasan, kekerasan dan eksploitasi akan terus 
berlangsung. Keadilan adalah ruh dari penerapan nilai-nilai kemanusiaan, 
keharmonisan, dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia.
65
 
Dalam Islam adil didefinisikan sebagai “tidak menzhalimi dan tidak 
dizhalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi 
tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu 
merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan 
terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan. Golongan yang satu 
akan menzhalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia 
atas manusia.
66
 Jadi, keadilan dalam Islam adalah menempatkan sesuatu 
pada tempatnya (wus‟u al-syai‟ „ala makanih). Dengan demikian, keadilan 
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merupakan komponen penting dalam mengembangkan sendi-sendi 
ekonomi yang sesuai dengan syari‟at Islam. 
(4.) Nubuwwah (Kenabian) 
Filsafat nubuwah dalam ekonomi Islam merujuk pada pemahaman 
bahwa perilaku ekonomi manusia harus diinspire perilaku dan tindakan 
ekonomi sebagaimana pernah dicontohkan oleh Nabi. Oleh karena Nabi 
adalah utusan Tuhan yang bertugas menyampaikan risalahNya kepada para 
pengikutnya umat dan kaumnya. 
Risalah yang dibawa Nabi meliputi aspek-aspek penting yang 
berhubungan dengan perihal ibadah dan Muammalat. Termasuk dalam 
konteks ini adalah bagaimana melakukan aktivitas bisnis yang dapat 
memenuhi misi kekhalifahan dan misi profetik yang disampaikan oleh 




Untuk umat Muslim, Allah SWT mengirimkan seseorang tauladan 
yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, yaitu 
nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat utama sang tauladan yang harus 
diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi dan bisnis 
pada khususnya adalah sebagai berikut: 
(a.) Siddiq (Benar, Jujur) 
(b.) Amanah (Tanggung Jawab, Kepercayaan, Kredibilitas) 
(c.) Fathanah (Kecerdikan, Kebijaksanaan, Intelektualitas) 
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(d.) Tabligh ( Komunikasi, Keterbukaan, Pemasaran) 
Berdasarkan sifat-sifat tersebut, kegiatan ekonomi dan bisnis 
manusia harus mengacu pada prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh 
Nabi dan Rasul. Nabi mengajarkan bahwa “Yang terbaik di 
antaramuadalah yang paling bermanfaat bagi manusia”. Dengan kata lain 
bila kita ingin “Menyenangkan Allah”, maka kita harus menyenangkan 
hati manusia. Prinsip ini akan melahirkan sikap profesional, 
prestatif,penuh perhatian terhadap pemecahan masalah-masalah manusia 
dan terus menerus mengejar hal yang terbaik sampai menuju 
kesempurnaan. Karena hal yang demikian merupakan sebuah cerminan 
dari penghambaan (ibadah) manusia kepada Allah SWT.
68
 
(5.) Transparansi (As-Siddiq) 
Kegiatan ekonomi dan bisnis tidak dapat bertahan dan berhasil jika 
tidak didasarkan pada prinsip kejujuran. Sesungguhnya para pelaku 
ekonomi dan bisnis modern sadar dan mengakui bahwa kejujuran dalam 
berbisnis adalah kunci keberhasilan. Termasuk untuk bertahan dalam 




Kejujuran ini sangat penting artinya bagi kepentingan masing-
masing pihak. Apabila salah satu pihak berlaku curang, maka pihak yang 
diragukan untuk waktu yang akan datang tidak akan lagi bersediamenjalin 
hubungan bisnis dengan pihak yang berbuat curang, maka pihak yang 
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dirugikan untuk waktu yang akan datang tidak akan lagi bersedia menjalin 
hubungan bisnis dengan pihak yang berbuat curang tersebut. 
Jadi dengan berlaku curang dalam memenuhi syarat-syarat perjanjian 
atau kontrak dengan pihak tertentu, maka pelaku bisnis sesungguhnya 
telah menggali kubur bagi bisnisnya sendiri. Kejujuran juga sering 
dikaitkan dengan mutu dan harga barang yang ditawarkan. Sebagaimana 
telah disampaikan di depan, dalam bisnis modern yang penuh dengan 
persaingan, kepercayaan konsumen adalah hal yang paling pokok untuk 
dipertahankan. 
Oleh karena itu sekali pengusaha menipu konsumen, entah melalui 
iklan atau pelayanan yang tidak sesuai dengan yang diinformasikan, 
konsumen akan dengan mudah lari dan pindah ke produsen yang lain. 
Cara-cara promosi yang berlebihan, tipu-menipu bukan lagi cara bisnis 
yang baik dan berhasil. Prinsip siddiq dalam ekonomi dan bisnis 
merupakan nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan 
kinerja perusahaan. Kegiatan bisnis akan berhasil jika di kelola dengan 
prinsip kejujuran, baik terhadap karyawan, konsumen, para pemasok dan 
pihak-pihak lain yang terkait dengan kegiatan bisnis ini. Prinsip yang 
paling hakiki dalam aplikasi bisnis berdasarkan kejujuran ini terutama 
dalam pemakai kejujuran terhadap diri sendiri.
70
 
Prinsip kejujuran terdiri dalam tiga lingkup kegiatan bisnis yaitu, 
jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak, kejujuran 







dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding 
dan jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan.
71
 
b.) Karakteristik Ekonomi Islam 
Karakteristik ekonomi Islam bertumpu pada tiga asas utama dalam 
Islam, yaitu akidah, akhlak dan muamalah.
72
 Dalam kitab Al-Mawsu‟ah al-
ilmiyah wa al-amaliyah al-islamiyah dirumuskan beberapa karakteristik 
ekonomi Islam, yaitu: pertama, harta kepunyaan Allah dan manusia 
merupakan pengelola (manager).
73
 Harta yang ada di tangan seseorang 
pada hakikatnya kepunyaan Allah, selaku Pencipta, manusia diberi amanah 
untuk mengelola dan mengembangkannya untuk kemakmuran manusia. 
Pengelolaan dan pengembangan harta memunculkan kepemilikan dalam 
ekonomi Islam. Artinya, setiap orang memiliki kemampuan dan kreativitas 
yang berbeda sehingga melahirkan konsekuensi berupa perbedaan 
pendapatan (Income) dan kepemilikan, serta berdampak pada adanya 
keragaman biaya yang dikeluarkan (expenditure).  
Islam sangat menghormati hak milik pribadi atas barang konsumsi 
ataupun barang-barang modal (produksi). Pemanfaatan harta kepemiikan 
harus sejalan dengan ajaran Islam yang melarang konsumsi Khmara  
(alkohol), judi, undi nasib, pork  dan pembangunan pabrik anggur, 
pembangunan klub malam, casiona, pub atau pembangunan dalam bentuk 
lain yang dapat merusak (harmful for the society). Karena kepemilikan 
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dalam Islam sifatnya tidak mutlak sebagaimana Allah SWT selaku pemilik 
absolut. 
(1.) Ekonomi, Akidah, Syari‟ah dan Moral 
Ekonomi dalam islam memiliki seperangkat prinsip, di antaranya 
dilandasi oleh prinsip moral. Prinsip moral dalam Islam menjadi titik 
pandang dalam pembangunan secara luas dan menjadi sumber inspirasi 




Hubungan ekonomi dengan akidah Islam demikian erat dan jelas 
dalam banyak hal.
75
 Islam memandang alam semesta yang disediakan 
untuk kepentingan manusia. Hubungan erat tersebut memungkinkan 
aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi ibadah. 
Selain hubungan erat antara ekonomi dan akidah, Islam juga 
menegaskan hubungan yang erat antara ekonomi dan moral. Beberapa 
bentuk hubungan dapat dilihat dalam konteks larangan Islam terhadap 
penggunaan harta yang dapat menimbulkan mudharat atas harta orang lain 
atau kepentingan masyarakat. Seperti larangan penipuan dalam transaksi, 
larangan dalam menimbun (menyimpan) emas dan perak atau sarana 
moneter lainnya, sehingga mencegah peredaran uang, karena uang sangat 
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Selain itu, Islam juga melarang perilaku ekonomi baik konsusi 
maupun produksi yang berlebihan (ishraf) dan pemborosan (tabdzir) 
karena tidak saja menghancurkan individu pelaku pemborosan, tetapi juga 
berdampak pada instabilitas ekonomi masyarakat secara luas. 
(2.) Keseimbangan antara kerohanian dan Kebendaan. 
Islam sebagai agama inklusif membuka diri bagi kemungkinan-
kemungkinan positif yang terjadi dan menjaga secara konsisten prinsip-
prinsip universal yang terkandung dalam ajarannya. Islam yang memiliki 
keseimbangan dualitas (akhirat/transcendental) dan sekularitas 
(dunia/profanitas).
77
 Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dan 
akhirat. Setiap aktivitas manusia di dunia akan berdampak pada 
kehidupannya kelak di akhirat.
78
 Artinya, kualitas kehidupan di akhirat 
sangat ditentukan oleh konsistensi, inovasi, intensi, dan karya-karya 
produktif di dunia.aktivitas keduniaan dalam Islam memiliki hubungan 
sinergitas yang sangat kuat satu sama lain.
79
 Karena itu, tidak dipandang 
sebagai personalitas baik jika seseorang mementingkan dunia dengan 
mengabaikan akhirat. 
Islam juga menempatkan secara sejajar antara kepentingan individu 
dengan kepentingan umum. Islam tidak mengakui hak mutlak dan 
kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu, termasuk 
dalam bidang hak milik. Hanya keadilan yang dapat melindungi 
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keseimbangan antara batasan-batasan yang ditetapkan dalam islam untuk 
kepentingan individu dan umum.
80
 
(3.) Intervensi Negara dalam Perekonomian. 
Islam memperkenankan negara untuk mengatur masalah 
perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun 
sosial dapat terpenuhi secara proposiaonal. Dalam Islam negara 
berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang 
dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, ataupun dari negara lain. 
Negara juga berkewajiban memberikan jaminan sosial agar seluruh 
masyarakat dapat hidup secara layak.
81
 
Islam mengakui bahwa idealitas kondisi sosial ekonomi dapat 
diwujudkan tidak semata-mata karena kehebatan yang dimiliki manusia, 
tetapi terdapat tangan tersembunyi (incisiable hand) yang turut berperan. 
Tangan tersembunyi (invisiable hand) dalam konteks Islam mengandung 
makna transendensi Tuhan yang Esa, sementara dalam konsep Adam 




(4.) Petunjuk Investasi 
Investasi syari‟ah memiliki beberapa prinsip penting. Pertama, aman 
syar‟i. Prinsip ini merupakan suatu yang sangat fundamental bahwa 
investasi yang kita lakukan harus selaras dengan syariat agar aman syar‟i 
maka aspek yang perlu diperhatikan adalah kejelasan akad dan kontrak, 
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kehalalan produk serta kesesuaian skema investasi secara keseluruhan 
dengan syari‟at Islam. 
Kedua, aman regulasi, Regulasi menjadi amat penting lantaran 
investasi adalah persoalan muamalah yang didasarkan pada hukum tertulis 
yang berlaku pada suatu masyarakat dan bangsa. Hubungan muamalat 
seperti hubungan bisnis dan kerjasama dagang dengan karakter yang 
bersifat qadaiyyah. Artinya, pelaksanaan memerlukan aturan hukum yang 
disepakati sehingga prakteknya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan 
hukum yang berlaku. 
Ketiga, rasional. Islam sangat menekankan pentingnya memiliki sifat 
rasional dalam mrnjalankan bisnis. Tidak mudah tergoda dengan iming-
iming return yang tinggi yang terkadang tidak masuk akal. Kasus investasi 




(5.) Larangan Riba. 
Islam menekankan pentingnya mefungsikan uang pada bidangnya 
yang mormal yaitu sebagai fasilitas transaksi dan alat penilaian barang. Di 
antara faktor yang menyelewengkan uang dari bidangnya yang normal 
adalah bunga  (riba).
84
 Secara teknis dalam syariah, riba mengacu pada 
premi yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman pokok 
sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman lain atau untuk penangguhan. 
Sejalan dengan ini, riba mempunyai pengertian yang sama yaitu sebagai 
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3. Pengertian Maqashid Syari‟ah 
Maqashid secara bahasa merupakan bentuk plural (jama‟) dari 
maqshud. Adapun akar katanya berasal dari kata verbal qashada, yang 
berarti menuju, bertujuan, berkeinginan, dan kesengajaan. Kata maqshud-
maqashid dalam ilmu gramatika bahasa Arab disebut dengan isim maf‟ul, 
yaitu sesuatu yang menjadi objek, oleh karenanya kata tersebut dapat 
diartikan dengan “tujuan” atau “beberapa tujuan.” Sementara asy-syari‟ah, 
merupakan bentuk subyek dari akar kata syara‟a yang artinya adalah 
“jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan.”86 Dengan demikian, 
maqashid syari‟ah merupakan segenap tujuan dari hukum-hukum yang 




Menurut Syathibi, maqashid dapat dipilah menjadi dua bagian, yaitu 
Maqshud as-Syari‟ dan Maqshud al-Mukallaf. Maqshud as-Syari‟terdiri 
dari empat bagian yaitu sebagai berikut: 
Pertama, Qashdu asy-Syari‟ fi Wadh‟i asy-Syari‟ah (Tujuan Allah 
dalam menetapkan syari‟at). Dalam pandangan Syathibi, Allah 
menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan 
kemaslahatan dan menghindari kemudharatan baik didunia maupun 
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diakhirat. Aturan-aturan dalam dalam syariah tidaklah dibuat untuk syariah 
itu sendiri, melainkan untuk tujuan kemaslahatan. Dengan bahasa yang 
lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk 
kemaslahatan manusia itu sendiri. 
Kedua, Qashdu asy-Syari‟ fi Wadh‟i asy-Syari‟ah lil Ifham (tujuan 
Allah dalam menetapkan syariahnya ini adalah agar dapat dipahami) yaitu 
dengan bahasa lebih mudah, di samping mengetahui bahasa Arab, untuk 
memahami syariat ini juga dibutuhkan ilmu-ilmu lain yang erat kaitannya 
dengan lisan Arab seperti Ushul Fiqh, Mantiq, Ilmu Ma‟ani dan yang 
lainnya. Karenanya, tidaklah heran apabila bahasa Arab, ushul fiqh 
termasuk salah satu persyaratan pokok yng harus dimiliki seorang 
mujtahid. Syariah mudah dipahami oleh siapa sajadan dari bidang ilmu apa 
saja karena ia berpangkal kepada konsep maslahah (fahuwa ajraa „ala 
i‟tibari al-maslahah). 
Ketiga, Qashdu asy-Syari‟ fi Wadh‟i asy-Syari‟ah li al-Taklif bi 
Muqtadhaha (tujuan Allah dalam menetapkan syariah agar dapat 
dilaksanakan), dalam hal ini ada dua hal penting di dalamnya. Pertama 
taklif yang diluar kemampuan manusia dan kedua taklif yang di dalamnya 
terdapat musyaqah (kesulitan). Menurut Imam Syathibi, dengan adanya 
taklif, syar‟i tidak bermaksud menimbulkan musyaqah bagi pelakunya 






Keempat, Qashdu asy-Syari‟ fi Dukhul al-Mukallaf Tahta Ahkam asy-
Syari‟ah (tujuan Allah mengapa individu harus menjalankan syariah). 
Tujuan utama syariat harus direalisasikan di muka bumi adalah untuk 
mengeluarkan mukallaf dari tuntutsn dan keinginan hawa nafsunya 
sehingga ia menjadi seorang hamba yang dalam istilah Imam Syathibi 
disebut hamba Allah yang ikhtiyaran dan bukan yang idhthidararan. Oleh 
karena itu, setiap perbuatan yang mengikuti hawa nafsu, maka ia batal dan 
tidak ada manfaatnya. Sebaliknya, setiap perbuatan harus senantiasa 
mengikuti petunjuk syar‟i dan bukan mengikuti hawa nafsu.88 
C. Kerangka Berpikir dan Pertanyaan Penelitian 
1. Kerangka Berpikir 
Dari judul “Financial Technologhy Dalam Perspektif Ekonomi Islam” 
Keberadaan Fintech ternyata sangat membantu masyarakat dalam 
melakukan transaksi keuangan. Penggunaan Fintech ini diyakini dapat 
membantu dalam mengembangkan teknologi di bidang keuangan. Untuk 
mempermudah penelitian, maka peneliti membangun kerangka berfikir 
dalam mengolah dan menganalisa data yang tersedia agar dapat 
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2. Pertanyaan Penelitian 
Adapun pertanya penelitian yang dibuat oleh peneliti yaitu sebagai 
berikut: 
a. Apa saja peran besar Start-up Financial Technology 
b. Bagaimana relevansi Financial Technology dengan zaman sekarang 
c. Bagaimana Financial Technology dalam perspektif ekonomi Islam. 
Financial Ekonomi Dalam Perspektif 
Ekonomi Islam 
Apa saja peran besar 






















GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
 
A. Sejarah Financial Technology 
Financial technology (fintech) adalah penerapan teknologi informasi 
pada bidang jasa keuangan. Menurut National Digital Research Centre, 
fintech merupakan inovasi dalam layanan keuangan. Inovasi dalam hal ini 
berupa sentuhan dari teknologi modern yang dapat mendatangkan proses 
transaksi keuangan lebih mudah dan lebih praktis. Muncul pertama sekali 
pada tahun 2004 yang merupakan model keuangan dari Zopa di Inggris 
sebagai lembaga keuangan yang beroperasi menjalankan tugas sebagai jasa 
peminjaman uang dan selanjutnya muncul lagi model keuangan yang 
diperkenalkan oleh Nakamoto tahun 2008. Konsep awal dari pengembangan 
fintech yaitu berkaitan dengan aplikasi konsep peer-to-peer yang 
diperkenalkan oleh Napster (1999) sebagai music sharing.
89
 
Pada awalnya, istilah fintech digunakan untuk teknologi yang dipakai 
pada back-end customer atau institusi finansial yang sudah mapan. Namun, 
krisis keuangan tahun 2008 menjadikan bank-bank menyalurkan sumber daya 
mereka pada kebijakan baru untuk memuaskan para regulator, namun hal ini 
membuat mereka tidak mempunyai sisa dana lagi untuk inovasi. Sehingga 
timbullah sebuah pasar luas bagi perusahaan kecil (khususnya start-up) untuk 
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menciptakan sebuah produk inovatif, yang menyediakan solusi big data bagi 
institusi-institusi finansial yang telah ada.
90
  
Istilah financial technology ternyata telah populer sejak 150 tahun yang 
lalu. Pernyataan yang diutarakan oleh Arner, Barberis, dan Buckley tersebut 
bukanlah sebuah hal yang mengada-ngada karena jika melihat definisi 
Financial Technology secara umum, maka proses transaksi finansial yang 
terjadi antar samudera dengan menggunakan media kabel telegraf pada tahun 
1866 dapat dikategorikan sebagai financial technology generasi pertama atau 
bisa juga disebut dengan Fintech 1.0. Penting untuk mengetahui tiga era 
utama dari evolusi fintech.  
Berawal dari tahun 1866 sampai 1967, industri layanan finansial masih 
cenderung tradisional tanpa banyak terkait dengan teknologi yang akan 
disebut dengan era Fintech 1.0. Kemudian, tahun 1967 sampai 2008 sektor 
keuangan mulai banyak yang telah terdigitalisasi yang disebabkan oleh 
perkembangan teknologi komunikasi dan transaksi yang cukup pesat dan 
periode ini dikenal dengan Fintech 2.0. Sejak tahun 2008, dimulai era Fintech 
3.0 yang ditandai dengan berkembangnya banyak start-up dan banyak 
perusahaan teknologi yang mulai menawarkan produk dan layanan finansial 
langsung kepada bisnis dan publik, termasuk juga kepada bank. 
Sejak digital revolution menggeliat, penyebaran mobile internet sudah 
menjadi massif karena semua orang telah memegang cellphone/ smartphone 
masing-masing. Di Indonesia permulaan perkembangan fintech memiliki 
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konteks agak berbeda dengan dunia internasional yaitu bukan karena krisis 
keuangan tahun 2008. Perkembangan fintech di Indonesia juga didasari 
kebutuhan konsumen, nasabah, merchant. Sifat fintech memang sangat User 
Centric sehingga lebih focus pada penggunanya. Jika melihat dari sisi 
pengguna khususnya dibidang finansial terdapat banyak permasalahan yang 
dapat terselesaikan dengan adanya fintech, misalnya mereka ingin 
menemukan metode pembayaran baru yang aman, mudah, murah, tapi tidak 
berupa uang tunai. Sebab mereka punya alternative dari sekedar kartu kredit 
dan debit saja. Maka itu muncullah fintech yang menawarkan sistem atau 
instrument pembayaran baru, contohnya berbentuk e-money, e-wallet, metode 
Quick Respone (QR) Code atau Mobile Point of Sales (M-POS).
91
 
B. Perkembangan Financial Technology di Indonesia   
Sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara dan terbesar 
ke empat di dunia, Indonesia merupakan pasar besar bagi Financial 
Technology. Kehadiran fintech di Indonesia diperkuat dengan momentum 
pertambahan jumlah middle-class and affluent consumer (MAC). MAC 
merupakan kelompok masyarakat yang secara sosial-ekonomi akan mulai 
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Berdasarkan IOSCO Research Reports on Financial Technology 
(2017), istilah Financial Technology digunakan untuk menggambarkan 
berbagai model bisnis yang inovatif dan teknologi baru yang berpotensi untuk 
mengubah atau mengganggu industri jasa keuangan. Financial Technology 
melalui digitalisasi saat ini telah ada tanpa batas diberbagai lapisan 
masyarakat. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses peluang investasi 
private maupun alternatif dan patform peminjaman online. Secara tidak 




Evolusi FinTech yang terlihat akhir-akhir ini sesungguhnya berawal 
dari inovasi kartu kredit pada tahun 1960-an, kartu debit dan terminal yang 
menyediakan uang tunai, seperti anjungan tunai mandiri (automatic teller 
machine, ATM) pada tahun 1970-an. Kemudian disusul dengan munculnya 
telephone banking pada tahun 1980- an dan beragam produk keuangan 
menyusul deregulasi pasar modal dan obligasi pada tahun 1990-an. 
Selanjutnya, muncul internet banking yang kemudian mendorong eksisnya 
perbankan tanpa cabang (branchless banking) dan aktivitas perbankan yang 
dilakukan jarak jauh, dengan perubahan ini para nasabah tidak perlu lagi 
bertemu berhadap-hadapan dengan pihak bank. Lebih lanjut, muncul 
teknologi perangkat selular (mobile) yang lebih memudahkan dalam transaksi 
keuangan. Perubahan tersebut telah mendorong munculnya pembiayaan dan 
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intermediasi langsung, yang diprediksi akan menggantikan pembiayaan tidak 
langsung dan intermediasi keuangan yang mahal dan tidak efisien.
94
 
Pada era modern saat ini, manusia memiliki kehidupan dengan segala 
aktivitas yang tidak pernah lepas dari perkembangan teknologi. 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan 
perubahan baik dibidang sosial, ekonomi, maupun budaya yang berlangsung 
dengan cepat. Salah satu perkembangan yang sedang marak di Indonesia 
adalah Financial Technology.
95
 Industri Financial Technology (fintech) 
merupakan salah satu metode layanan jasa keuangan yang mulai populer di 
era digital sekarang ini.
96
 Secara Global menunjukkan bahwa pesatnya 
perkembangan Financial Technology ditandai dengan berbagai sektor, mulai 
dari Start-Up pembayaran, peminjaman (lending), perencanaan keuangan 
(personal finance), investasi ritel, pembiayaan (crowdfunding), remitansi, 
riset keuangan, dan lain-lain. Pelaku FinTech Indonesia masih dominan 
berbisnis payment (43%), pinjaman (17%), dan sisanya berbentuk agregator 
(13%), crowdfunding (8%) dan lain-lain.
97
 Dari berbagai sektor yang telah 
disebutkan, menunjukkan bahwa pembayaran digital menjadi salah satu 
sektor dalam industri Financial Technlogy yang paling berkembang di 
Indonesia. Sektor inilah yang kemudian paling diharapkan oleh pemerintah 
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dan masyarakat untuk mendorong peningkatan jumlah masyarakat yang 
memiliki akses kepada layanan keuangan.
98
 
Financial Technology mempunyai potensi untuk menguntungkan 
berbagai pihak yang berada di dalam industri keuangan. Menurut Peraturan 
Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan 
Transaksi Pembayaran menimbang bahwa perkembangan teknologi dan 
sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang 
berkaitan dengan Financial Technology ( FinTech ) dalam rangka memenuhi 
kebutuhan masyarakat termasuk dibidang jasa sistem pembayaran, baik dari 
sisi instrumen, penyelenggara, mekanisme, maupun infrastruktur 
penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
99
 Hal ini mempertegas 
peluang keuangan digital, diperkuat dengan kenyataan baru sekitar 36% 
orang dewasa di Indonesia yang memiliki rekening di bank atau sekitar 160 
juta orang masuk dalam kategori unbanked.
100
   
Kontradiksinya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 
mencatat 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet, berkat 
perkembangan infrastruktur dan mudahnya mendapatkan smartphone atau 
perangkat genggam.
101
 Dalam kurun waktu empat tahun setelah itu hanya 
terjadi penambahan sebanyak 9 perusahaan yang melakukan aktivitas 
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FinTech, sehinga menjadi 25 perusahaan dalam tahun 2011-2012. Secara 
relatif, jumlah perusahaan FinTech dalam tahun tersebut hanya tumbuh 
sekitar 177,78%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2006-2007 
yang mencapai sekitar 300%. Dalam tahun 2013-2014 jumlah perusahaan 
FinTech bertambah sebanyak 15 perusahaan hingga menjadi 40 perusahaan, 
atau tumbuh sekitar 60%.
102
 Menurut Indonesia‟s Fintech Association (IFA), 
Perkembangan yang spektakuler terjadi dalam tahun 2015-2016, dimana 
jumlah pemain Fintech di Indonesia tumbuh 78%, sampai november 2016, 
IFA mencatat sekitar 135 hingga 140 perusahaan Start-up yang terdata.
103
 
Artinya terjadi peningkatan jumlah perusahaan FinTech sekitar 312,5% 
dibandingkan tahun sebelumnya.
104
 Angka ini naik pesat dari tahun 2014 
yang hanya mencapai 88 juta orang.
105
 Semakin bergantungnya konsumen 
terhadap teknologi ini pun menjadi faktor kunci pesatnya perkembangan 
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C. Regulasi Financial Technology di indonesia 
Saat ini, Indonesia sedang mengalami booming
107
 pemanfaatan 
teknologi di berbagai sektor. Lahirnya penggunaan teknologi informasi 
sebagai salah satu solusi kebutuhan sehari-hari masyarakat memicu 
perkembangan-perkembangan penggunaan teknologi informasi di sektor lain. 
Didahului dengan lahirnya penggunaan teknologi informasi di sektor jasa 
transportasi umum seperti perusahaan ojek dan taksi online, maka sektor jasa 
keuangan pun berkembang mengikuti.  
Perkembangan Fintech tersebut memerlukan kesiapan pemerintah dan 
regulator di Indonesia dalam mengaturnya, terutama yang berkaitan dengan 
aspek kelembagaan, kegiatan usaha, dan mitigasi risikonya. Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Kementerian terkait masih terus 
mempersiapkan dan menyusun ketentuan untuk mengatur Fintech di 
Indonesia. 
1. Otoritas Jasa Keuangan 
Memperhatikan makin maraknya Fintech di Indonesia, maka OJK telah 
membentuk Tim Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan atau 
disingkat PIDEK yang terdiri dari gabungan sejumlah satuan kerja di OJK 
yang mengkaji dan mempelajari perkembangan Fintech dan menyiapkan 
peraturan serta strategi pengembangannya. Selanjutnya, sehubungan dengan 
meningkatnya permohonan pendaftaran dan perizinan perusahaan start-up 
Fintech, kebutuhan akan pengawasan Fintech, dan semakin berjamurnya 
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Fintech di sektor jasa keuangan, OJK menilai bahwa pengembangan internal 
organisasi yang menangani Fintech sangatlah dibutuhkan.
108
 Oleh karenanya, 
OJK membentuk dua satuan kerja baru terkait Fintech, yaitu Grup Inovasi 
Keuangan Digital dan Keuangan Mikro dan Direktorat Pengaturan, Perizinan 
dan Pengawasan Fintech.  
OJK juga telah membentuk Forum Pakar Fintech (Fintech Advisory 
Forum) sebagai wadah pengembangan arah industri Fintech, yang akan 
memfasilitasi dan memastikan koordinasi antarlembaga, kementerian, dan 
pihak-pihak terkait dengan pelaku start-up Fintech berjalan dengan lancar, 
konsisten dan konstruktif. Forum Pakar Fintech ini beranggotakan individu-
individu yang dinilai berkompeten di bidang teknologi informasi dan 
dinamika dalam bidang inovasi digital keuangan yang berasal dari Otoritas 
Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, 
Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, 
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
Selain itu juga dari Badan Ekonomi Kreatif, Bursa Efek Indonesia, Kliring 
Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI, 
Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), Asosiasi Fintech Indonesia, 
Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia 
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(AAUI), Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), Universitas Indonesia 
dan Institut Teknologi Bandung.
109
 
Perkembangan sementara dari kajian yang dilakukan oleh OJK adalah 
tersusunnya klasifikasi perusahaan Fintech yang masuk dalam kewenangan 
OJK atau tidak, yang terdiri dari berbagai jenis usaha seperti perbankan, 
asuransi, investasi, pembiayaan, pinjam meminjam (peer to peer lending), 
crowd funding, chanelling kredit dan lain sebagainya. Sedangkan klasifikasi 




Dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator, OJK telah 
menerbitkan peraturan terkait Fintech, sebagai berikut: 
a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 
Sebagai langkah awal, OJK telah mengeluarkan POJK No. 77/ 
POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi 
Informasi (POJK P2P Lending) yang kemudian memiliki peraturan turunan 
berupa Surat Edaran OJK (SEOJK) nomor 18/ SEOJK.02/2017. POJK ini 
mengatur mengenai salah satu jenis Fintech yang berkembang di Indonesia 
saat ini yaitu Peer-to-Peer Lending (P2P Lending). Hal tersebut dikarenakan 
OJK melihat urgensi hadirnya ketentuan yang mengatur Fintech pinjam-
meminjam, memperhatikan masih kuatnya budaya pinjam meminjam (utang) 
di masyarakat Indonesia. Selain itu, perusahaan Fintech dengan skema Peer-
to-Peer Lending merupakan lingkup kewenangan OJK dikarenakan 
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perusahaan tersebut memberikan pelayanan jasa keuangan. Namun 
perusahaan tersebut belum memiliki landasan hukum kelembagaan dalam 
menjalankan kegiatan usahanya. 
Berdasarkan POJK P2P Lending, perusahaan Fintech atau yang disebut 
penyelenggara dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan 
bentuk perusahaan berupa badan hukum perseroan terbatas dan koperasi 
(Pasal 2 ayat (2)). Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh penyelenggara 
berupa menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam 
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman 
kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak 
Pemberi Pinjaman dan/atau penyelenggara dapat bekerja sama dengan 
penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 5). Batasan 
pemberian pinjaman kepada penerima pinjaman diatur sebesar Rp 
2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (Pasal 6).
111
 
POJK P2P Lending mengatur bahwa sebelum melakukan kegiatan 
usaha, penyelenggara wajib melakukan pendaftaran dan perizinan (Pasal 7). 
Pendaftaran dilakukan sebelum penyelenggara melakukan kegiatan usaha. 
Setelah terdaftar, penyelenggara wajib memberikan laporan secara berkala 
setiap tiga bulan kepada OJK. Setelah itu, paling lambat 1 tahun setelah 
melakukan pendaftaran, penyelenggara wajib melakukan perizinan. Dalam 
hal penyelenggara tidak mengajukan izin kepada OJK selama jangka waktu 
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yang telah ditentukan, maka surat tanda pendaftaran penyelenggara 
dinyatakan batal dan tidak dapat lagi menyampaikan permohonan pendaftaran 
kepada OJK (Pasal 10).  
Terkait subyek penerima dan pemberi pinjaman, penerima pinjaman 
merupakan perorangan atau badan hukum yang berasal dan berdomisili di 
wilayah hukum Indonesia (Pasal 15). Sedangkan Pemberi Pinjaman, 
berdasarkan POJK P2P Lending, dapat berupa perorangan WNI/WNA, badan 
hukum Indonesia/asing, badan usaha Indonesia/asing, dan/ atau lembaga 
internasional. Pemberi Pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri 
(Pasal 16). Perjanjian penyelenggaraan yang dimaksud dalam POJK ini, 
dituangkan dalam Dokumen Elektronik.  
Sehubungan dengan sistem teknologi informasi, penyelenggara wajib 
menyediakan akses informasi kepada pemberi dan penerima pinjaman terkait 
penggunaan dana dan posisi pinjaman yang diterima. Penyelenggara juga 
wajib menggunakan escrow account dan virtual account serta menggunakan 
pusat data dan pusat pemulihan bencana yang wajib ditempatkan di 
Indonesia. Penyelenggara wajib memenuhi standar minimum sistem 
teknologi informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, pengamanan 
teknologi informasi, ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem, 
serta alih kelola sistem teknologi informasi.
112
 
Sebagai salah satu upaya mitigasi risiko, penyelenggara juga wajib 
menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan seluruh data yang 
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dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. 
Penyelenggara wajib pula menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh 
kegiatannya dan melakukan pengamanan terhadap komponen sistem 
teknologi informasi dengan memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana 
untuk pengamanan.  
Di sisi lain, jika ada suatu bank umum yang ingin menggunakan 
teknologi informasi sebagai media pemasaran dan penjualan produknya, 
maka selain melihat kepada peraturan mengenai kegiatan usaha bank umum 
dan RBB, maka bank umum tersebut harus juga mengacu dan mengikuti 
ketentuan POJK No. 38/ POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko dalam 
Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (POJK MRTI).
113
 
Khusus yang berkaitan dengan aspek perlindungan Konsumen di sektor 
jasa keuangan, OJK telah memiliki peraturan antara lain: 
1.) POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa 
Keuangan. Ketentuan ini terutama berlaku bagi PUJK yang selama ini 
telah diawasi oleh OJK dan melaksanakan layanan Fintech. PUJK 
tersebut wajib memperhatikan seluruh aspek perlindungan konsumen 
dengan menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam pasal 2 
yaitu prinsip transparansi, perlakukan yang adil, keandalan, kerahasiaan 
dan keamanan data/informasi Konsumen, dan penanganan pengaduan 
serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan 
biaya terjangkau.  
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2.) POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang 
Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK nomor 18/SEOJK.02/2017 
tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada 
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Aspek 
perlindungan konsumen yang diatur pada POJK P2P Lending mengatur 
mengenai prinsip dasar perlindungan pengguna sebagaimana pada POJK 
No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa 
Keuangan, antara lain:  
a.)  Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi 
terkini yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. 
b.) Penyelenggara juga wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat 
yang sederhana dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan 
dimengerti oleh Pengguna dalam setiap Dokumen Elektronik. 
c.) Penyelenggara wajib memiliki standar prosedur operasional dalam 
melayani Pengguna yang dimuat dalam Dokumen Elektronik. 
d.) Penyelenggara dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau 




b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) 
Setelah berlakunya POJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan 
Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, OJK telah 
mengeluarkan ketentuan tentang pelaksanaan tata kelola dan manajemen 
risiko Teknologi Informasi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis 
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teknologi dalam SEOJK Nomor : 18/ SEOJK.02/2017 yang mulai berlaku 
pada tanggal ditetapkan yaitu 18 April 2017.  
Adapun ruang lingkup yang diatur meliputi:  
1.) Penempatan pusat data dan pemulihan bencana serta rencana pemulihan 
bencana  
2.) Tata Kelola Sistem Elektronik dan teknologi Informasi yang meliputi 
Rencana Strategis Sistem Elektronik, Sumber Daya manusia, dan 
Pengelolaan Perubahan Teknologi Informasi.  
3.) Alih Kelola Teknologi  
4.) Pengelolaan Data dan Informasi  
5.) Pengelolaan Risiko Teknologi Informasi  
6.) Pengamanan Sistem Elektronik  
7.) Penanganan Insiden dan Ketahanan Terhadap Gangguan  
8.) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik  
9.) Ketersediaan Layanan dan Kegagalan Transaksi, serta Keterbukaan 
Informasi Produk dan Layanan.
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2. Bank Indonesia (BI) 
Bank Indonesia telah membentuk Fintech Office (BI-FTO) sebagai 
wadah asesmen, mitigasi risiko, dan evaluasi atas model bisnis dan 
produk/layanan dari Fintech serta inisiator riset terkait kegiatan layanan 
keuangan berbasis teknologi. Pembentukan Fintech Office didasarkan pada 
posisi Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran dan perlunya 
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mendukung perkembangan transaksi keuangan berbasis teknologi yang sehat. 
BI-FTO didirikan dengan empat tujuan utama, yaitu:  
a.) Memfasilitasi perkembangan inovasi dalam ekosistem keuangan berbasis 
teknologi di Indonesia;  
b.) Mempersiapkan Indonesia untuk mengoptimalkan  
c.) perkembangan teknologi dalam rangka pengembangan perekonomian; 
d.) Meningkatkan daya saing industri keuangan berbasis teknologi 
Indonesia; dan 
e.) Menyerap informasi dan memberikan umpan balik untuk mendukung 
perumusan kebijakan Bank Indonesia, sebagai respon terhadap 
perkembangan berbasis teknologi.  
Untuk mencapai tujuan utama tersebut, Fintech Office akan beroperasi 
dengan 4 fungsi, yaitu:  
a.) Fungsi katalisator atau fasilitator, bagi pertukaran ide inovatif 
pengembangan Fintech di Indonesia;  
b.) Fungsi business intelligence, dimana BI-FTO akan secara rutin 
memberikan update melalui diseminasi hasil kajian dan pertemuan 
termasuk dengan kementerian dan otoritas terkait serta lembaga 
internasional;  
c.) Fungsi asesmen, BI-FTO akan melakukan pemantauan dan pemetaan atas 
potensi manfaat sekaligus risiko dari inovasi model bisnis dan produk 
yang ditawarkan. Hasil asesmen tersebut akan menjadi dasar bagi 
perumusan kebijakan di Bank Indonesia;  
  
 
d.) Fungsi koordinasi dan komunikasi, yang berperan memberikan 
pemahaman atas kerangka pengaturan yang ada, dan mendorong 
harmonisasi regulasi lintas otoritas. 
BI-FTO dilengkapi pula dengan regulatory sandbox, yang 
memungkinkan unit usaha Fintech melakukan kegiatan secara terbatas, 
tentunya setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
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Regulatory sandbox diberlakukan agar pelaku Fintech yang kebanyakan 
adalah perusahaan start-up dengan skala kecil, mendapatkan kesempatan 
untuk mematangkan konsep dan berkembang dengan sehat serta pada 
waktunya mampu menyediakan layanan finansial yang aman kepada 
masyarakat. Dengan regulatory sandbox, Fintech Office akan menjadi ujung 
tombak BI dalam memahami Fintech untuk selanjutnya menyediakan 
pengaturan yang mampu memberikan dukungan optimal bagi 
perkembangannya. BI-FTO juga juga akan menjadi wadah untuk pertukaran 
ide inovatif antara pelaku Fintech sekaligus kolaborasi antar pelaku Fintech 
dan regulator.  
Untuk mendukung pelaksanaan Fintech di Indonesia, khususnya terkait 
perlindungan konsumen, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan 
mengenai penyelenggaraan transaksi pembayaran, melalui Peraturan Bank 
Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan 
Transaksi Pembayaran. Peraturan tersebut merupakan salah satu bentuk 
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komitmen Bank Indonesia untuk mendukung pelaksanaan pembayaran 
transaksi e-commerce yang lebih aman dan efisien.
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Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran telah 
mengeluarkan peraturan terkait Fintech di Indonesia melalui PBI No. 
11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money). PBI tersebut 
telah diubah sebanyak dua kali yaitu dengan PBI No. 16/8/ PBI/2014 dan PBI 
No 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik (PBI E-Money). 
Berdasarkan PBI E-Money, Uang Elektronik (Electronic Money) 
didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai 
berikut: (a) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu 
kepada penerbit; (b) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media 
server atau chip; (c) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang 
yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan (d) nilai uang 
elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan 
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai 
perbankan.  
Lembaga yang dapat mengeluarkan Uang Elektronik atau disebut 
Penerbit berdasarkan PBI E-Money adalah Bank atau Lembaga Selain Bank. 
Untuk Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatan usaha uang 
elektronik yang beroperasi di Indonesia harus berbadan hukum Indonesia 
dalam bentuk perseroan terbatas. Lembaga yang dimaksud dalam PBI E-
Money meliputi Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, 
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dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir. Lembaga tersebut hanya dapat 
bekerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Uang 
Elektronik.  
Uang elektronik sendiri, dikategorikan menjadi dua jenis yaitu Uang 
Elektronik yang data identitas Pemegangnya terdaftar dan tercatat pada 
Penerbit (registered); dan Uang Elektronik yang data identitas Pemegangnya 
tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit (unregistered). Kategori 
tersebut menentukan fasilitas yang dapat diberikan oleh Penerbit (Pasal 1A). 
E-Money dikategorikan sebagai Digital Payment dalam Fintech. Penerbit 
hanya melakukan permohonan izin tanpa pendaftaran terlebih dahulu seperti 
penyelenggara. 
PBI E-Money juga mengatur mengenai Layanan Keuangan Digital. 
Layanan Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat LKD adalah kegiatan 
layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan dilakukan 
melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan 
perangkat teknologi berbasis mobile maupun berbasis web dalam rangka 
keuangan inklusif. LKD hanya dapat dilakukan oleh Penerbit berupa Bank.
118
  
Terkait penerbitan, Penerbit dilarang menerbitkan Uang Elektronik 
dengan Nilai Uang Elektronik yang lebih besar atau lebih kecil daripada nilai 
uang yang disetorkan kepada Penerbit. Penerbit wajib melakukan pencatatan 
dan/atau pengelolaan nilai uang elektronik harus dipisahkan dari pencatatan 
dan/atau pengelolaan nilai yang setara dengan niali uang lainnya (Pasal 13). 
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Penerbit dilarang menetapkan minimum, menahan atau memblokir secara 
sepihak nilai uang elektronik, mengenakan biaya pengakhiran penggunaan 
uang elektronik (Pasal 13A). 
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 
a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik 
Salah satu perlindungan konsumen yang diatur dalam UU ITE adalah 
mengenai perlindungan data pribadi. UU ITE mewajibkan penggunaan setiap 
informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang, 
harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.  
UU ITE juga mewajibkan setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan 
sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem secara andal dan aman serta 




b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi 
Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang sistem manajeman 
pengamanan informasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan 
dalam pengaturannya. Materi pokoknya memuat kategorisasi : Sistem 
Elektronik, Standar Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, 
Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Sertifikat Sistem Manajemen 
Pengamanan Informasi, Lembaga Sertifikasi, Penerbitan Sertifikat, Pelaporan 
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Hasil Sertifikasi, dan Pencabutan Sertifikat, Penilaian Mandiri, Pembinaan, 
Pengawasan, dan Ketentuan Sanksi. 
c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem 
Elektronik 
Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang perlindungan data pribadi 
dalam sistem elektronik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan 
dalam pengaturannya. Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik 
mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, 
penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, 
penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Perolehan dan Pengumpulan 
Data Pribadi, Pengolahan dan Penganalisisan Data Pribadi, Penyimpanan 
Data Pribadi, Penampilan, Pengumuman, Pengiriman, Penyebarluasan, 
dan/atau Pembukaan Akses Data Pribadi, Pemusnahan Data Pribadi, diatur 
pada Bab II Peraturan Menteri ini terkait Perlindungan. 
Selain itu Peraturan Menteri ini juga mengatur terkait Hak Pemilik Data 
Pribadi; Kewajiban Pengguna; Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik; 




d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Uji Coba Teknologi Telekomunikasi, 
Informatika, Dan Penyiaran 
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Dalam Peraturan Menteri ini, uji coba diselenggarakan dengan tujuan 
untuk melakukan penelitian aspek teknis dan aspek non teknis terkait 
penyelenggaraan telekomunikasi, informatika, dan penyiaran. Aspek teknis 
antara lain dapat meliputi kinerja sistem, alat, dan perangkat dan aspek non 
teknis antara lain meliputi model bisnis penyelenggaraan. Uji coba 
diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan dapat 
dibantu oleh pemangku kepentingan. Penyelenggaraan uji coba ditetapkan 
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PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
 
 
A. Analisis Peran besar Start-Up Financial Technology 
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menyimpan 
sejuta potensi, namun memiliki masalah dalam hal pemerataan kesempatan. 
Pada umumnya masyarakat di kota kecil terdorong untuk pindah ke kota 
besar demi peluang dan akses pasar yang lebih besar. Di sisi lain masyarakat 
yang tinggal di pelosok justru harus membayar harga yang lebih mahal untuk 
sebuah produk yang sama di kota besar. 
1. Teori Teknologi Informasi 
Istilah teknologi Informasi (information Technology atau IT) mulai 
popular di akhir decade 70-an. Pada masa sebelumnya, istilah teknologi 
komputer atau pengolahan data elektronomis atau PDE (Electronic Data 
Processing atau EDP) lebih dikenal. TI sendiri merupakan perpaduan antara 
teknologi komputer dan telekomunikasi dengan teknologi lainnya seperti 
perangkat keras, perangkat lunak, database, teknologi jaringan, dan peralatan 
telekomunikasi lainnya. Selanjutnya teknologi informasi dipakai dalam 
sistem informasi organisasi untuk menyediakan informasi bagi para pemakai 
dalam rangka pengambilan keputusan. Peran teknologi informasi dalam 
industri keuangan menurut Porter dan Millar dalam F Rojala menyatakan 
bahwa “Teknologi informasi menyusup dalam setiap titik rantai nilai, 
mengubah cara kegiatan dilakukan dan sifat dari keterkaitan di antaranya. Ini 
  
juga mempengaruhi ruang lingkup persaingan dan membentuk kembali alur 
produk dalam memenuhi kebutuhan pembeli. Efek dasar ini menjelaskan 
mengapa teknologi informasi memiliki signifikansi strategis dan berbeda dari 
banyak teknologi lainnya bisnis digunakan.Teknologi informasi tidak hanya 
mempengaruhi bagaimana individu berkegiatan namun juga, melalui arus 
informasi baru, akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk 
mengeksploitasi hubungan antara kegiatan, baik di dalam dan di luar 
perusahaan. Teknologi ini menciptakan hubungan baru antara kegiatan, dan 
perusahaan sekarang dapat mengoordinasikan tindakan mereka agar lebih 
dekat dengan pembeli dan pemasok mereka.  
Budi dan Krisnadi menyebutkan bahwa Fintech dengan layanan 
keuangan seperti crowdfunding, mobile payments, dan jasa transfer uang 
menyebabkan revolusi dalam bisnis startup. Dengan crowdfunding, bisa 
memperoleh dana dari seluruh dunia dengan mudah, bahkan dari orang yang 
belum pernah ditemui sekalipun Fintech juga memungkinkan transfer uang 
secara global atau internasional. Jasa pembayaran seperti Pay Pal otomatis 
mengubah kurs mata uang, sehingga yang berada di Amerika bisa membeli 
barang dari Indonesia dengan mudahnya.
122
 
2. Peranan Teknologi Informasi 
Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini 
memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama 
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bagi kegiatankegiatan bisnis, memberikan andil yang besar terhadap 
perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur, operasi, dan menajemen 
organisasi, berkat teknologi ini kemudahan dapat dirasakan oleh manusia. 
Secara garis besar, peranan teknologi informasi dapat berupa salah satu dari 
berikut: pertama, Teknologi informasi menggantikan peran manusia, dalam 
hal ini, teknologi teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu 
tugas atau proses. Kedua, Teknologi memperkuat peran manusia, yakni 
dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses. Ketiga, 
Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. 
Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan 
terhadap sekumpulan tugas atau proses. Banyak perusahan yang berani 
melakukan investasi yang sangat tinggi dibidang teknologi informasi. 
Alasannya karena adanya kebutuhan untuk mempertahankan dan 




3. Teori Innovation Disruptive 
Disruptive innovation, dalam bahasa Indonesia yang disadur bebas 
berarti inovasi yang mengacau atau inovasi yang menganggu. Kata 
mengganggu pada konteks ini tidak dapat diambil maknanya begitu saja. 
Sejalan dengan perkembangan teknologi, mengganggu dalam konteks ini 
bermakna bahwa munculnya innovasi teknologi baru akan mengganggu 
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keberadaan teknologi yang lama. Istilah inovasi yang menganggu 
dipopulerkan oleh Clyton M. Christensen pada tahun 1997 pertama kali 
dipopulerkan dengan istilah teknologi yang menganggu. Chirstensen 
memperkenalkan inovasi yang mengganggu sebagai bentuk gangguan oleh 
pendatang baru. Pendatang baru tersebut berkompetisi dengan perusahaan 
incumbent yang sudah mapan.  
Disruptive innovation adalah proses dimana suatu produk atau jasa 
yang awalnya berakar pada aplikasi sederhana di bagian bawah pasar atau 
dipasar baru, dan kemudian bergerak tanpa henti „ke atas pasar‟ yang 
akhirnya menggeser pesaing yang sudah mapan. Menurut Utterback and 
Acce, teori inovasi disruptif mengambil perluasan dari formulasi orisinal ke 
formulasi strategi yang lebih umum dari strategi ekspansi pasar. Sementara 
itu, Maitrayee Ghosh menyatakan: ”Inovasi Disruptif adalah teknologi yang 
mengubah model bisnis konvensional atau harapan konsumen”. Hadirnya, 
fenomena inovasi disruptif telah membawa dunia berubah lebih cepat dari 
sebelumnya. Hal lainnya, dari hadirnya fenomena inovasi disruptif ini telah 
melahirkan berbagai macam inovasi dalam bidang teknologi. Dalam hal 
inovasi, terkenal dua konsep yang cukup popular; sustaining innovation dan 
disruptive innovation. Konsep yang pertama menjelaskan mengenai inovasi 
yang tidak menciptakan pasar baru, namun melakukan perubahan dipasar 
yang ada dengan memberikan value yang lebih baik sehingga dapat 
berkompitisi dengan yang lain. Sedangkan konsep disruptive innovation 
menjelaskan mengenai perubahan dalam bisnis dan teknologi yang 
  
mengimprovisasi produk atau jasa dengan cara-cara yang tidak pernah 
terpikirkan oleh pasar sebelumnya. Didalam industri teknologi kedua konsep 
ini sadar tidak sadar dapat menentukan masa depan perusahaan. 
Disatu sisi karena hubungan teknologi dan bisnis dapat saling 
mempengaruhi, teknologi dapat mengubah proses bisnis dan juga dapat 
mengubah bagaimana teknologi berkembang, disisi lain karena ekspektasi 
konsumen akan teknologi itu sendiri yang cukup tinggi dan semakin 
meningkat Saat ini, paradigma inovasi dalam bidang teknologi telah 
mengalami pergeseran dari sustaining technology ke disruptive technology. 
Sebagai contoh, Uber dan Grab Application, dua aplikasi ini telah 
mengalihkan seluruh industri taksi/taksi, dan telah mengubah cara memesan 
taksi dengan hanya menekan beberapa tombol pada smartphone. Hal itu juga 
mengubah aturan naik mobil pribadi. Uber dan Grab Aplication dalam 
kenyataannya telah menganggu industri taksi konvensional.
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Hadirnya teknologi internet menjadi solusi untuk permasalahan 
kesenjangan pemerataan ini. Jika satu dekade lalu, daftar 10 situs paling 
sering dikunjungi di Indonesia hanya diisi oleh situs pencari informasi dan 
komunikasi, kini dalam daftar tersebut muncul beberapa situs platform untuk 
beertransaksi. Ini menjadi fakta bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai 
bertransaksi secara online.
125
 Salah satu contoh bukti nyata berkembangnya 
                                                          
 
124
Ferry Hendro Basuki & Hartina Husein, Analisis Swot Financial Technology pada 
Dunia Perbankan di Kota Ambon (Survei Pada Bank di Kota Ambon), Jurnal Manis Volume 2 
Nomor 1, Januari 2018, h. 64 
125
Fintech Talk, Fintech dalam E-commerce: Motor Pendorong Pemerataan Ekonomi Secara 
Digital, Fintech Indonesia. 2017. 
  
teknologi di Indonesia adalah dengan hadirnya sebuah jasa keuangan berbasis 
teknologi modern yaitu Financial Technology. 
Financial Technology dengan layanan keuangan seperti crowdfunding, 
E-Money, Peer to peer (P2P) Lending dan jasa transfer uang menyebabkan 
revolusi dalam bisnis start-up. Hadirnya crowdfunding, bisa memperoleh 
dana dari seluruh dunia dengan mudah, bahkan dari orang yang belum pernah 
ditemui sekalipun Fintech juga memungkinkan transfer uang secara global 
atau internasional. Jasa pembayaran seperti Paypal otomtis mengubah kurs 
mata uang, sehingga yang berada di Amerika bisaa membeli barang dari 
Indonesia dengan mudahnya, Fintech juga memiliki peran penting dalam 
mengubah perilaku dan ekspektasi konsumen diantaranya: pertama, dapat 
mengakses data dan informasi kapan saja dan dimana saja. Kedua, 
menyamaratakan bisnis besar dan kecil sehingga cenderung untuk memiliki 
ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun.
126
 
 Adapun beberapa peran besar Start-Up Financial Technology adalah 
sebagai berikut: 
a. Transaksi Keuangan Menjadi Lebih Praktis 
Kehadiran start-up fintech di indonesia memiliki visi untuk 
mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Proses 
transaksi keuangan ini meliputi proses pembayaran, pinjaman uang, transfer, 
ataupun jual beli saham. Kehadiran teknologi dalam sektor keuangan ini bisa 
memaksimalkan layanan menjadi lebih cepat dan praktis. Selain itu 
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masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan keuangan melalui 
internet tidak harus selalu datang ke bank.  
b. Start-Up Financial Technology dapat Memajukan Perkembangan Bitcoin. 
Bitcoin adalah sebuah sistem kas transaksi global yang 
terdesentralisasi
127
 berupa alat pembayaran yang mudah dan dapat digunakan 
di seluruh dunia dan lintas benua dan menjadi Crypto currency yang sistem 
pertukarannya tidak dikelola oleh operator manapun, melainkan dilakukan 




Crypto currency adalah uang vitual atau uang elektronik yang berada di 
dunia maya yang tidak memiliki benda konkretnyaa, berbeda dengan uang 
fiat konvensional seperti rupiah, dollar atau rubble Rusia. Jadi, bitcoin 
merupakan system jaringan consensus yang yang berfungsi sebagai system 
pembayaran baru melalui Blokchain. Blokchain adalah teknologi perangkat 
lunak yang mencatat semua transaksi keluar masuk uang secara life dan 
transparan melalui jaringan peer-to-peer (P2P) sehingga dapat diketahui oleh 
semua pengguna Bitcoin, yang sepenuhnya dikontrol oleh pengguna tanpa 
ada otoritas bank sentral.
129
Salah satu peran besar Financial Technology 
adalah memajukan perkembangan bitcoin, dengan begitu masyarakat yang 
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tidak memiliki akun bank bisa melakukan transaksi pembayaran atau 
pengiriman uang dengan bitcoin.
130
 
c. Start-Up Financial Technology dapat Meningkatkan Taraf Hidup 
Masyarakat. 
Salah satu peran besar Financial Technology yang tidak kalah pentingnya 
adalah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pasalnya, start-up 
Financial Technology dapat menghadirkan merchant yang menerima 
pembayaran kartu debit dan kredit dengan biaya rendah.
131
  
d. Start-up Financial Technology juga dapat membangun infrastruktur 
perbankan sebagai solusi untuk meningkatkan daya beli masyarakat. 
Start-Up Financial Technology juga dapat membangun infrastruktur 
perbankan sebagai solusi untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Di 
negara berkembang seperti Indonesia, dengan tingkat penetrasi keuangan 
35,6%, fintech berguna untuk meningkatkan penetrasi produk keuangan. 
Fintech dapat mengambil peran guna mempercepat perluasan jangkauan 
layanan keuangan. Selain itu, fintech juga menciptakan solusi dalam 
menekan biaya dan waktu penyediaan layanan keuangan yang sebelumnya 
harus ditanggung oleh penyedia maupun pengguna layanan.
132
 
e. Start-Up Financial Technology dapat Menghapus Rentenir Pinjaman 
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Rentenir pinjaman adalah orang atau badan yang memberikan pinjaman 
dengan bunga yang tinggi untuk mengambil keuntungan, dengan adanya 
Start-up fintech  ini dapat menghapus orang-orang seperti itu dengan cara 
membuat sistem pinjaman uang yang dilakukan dengan cara transparan.
133
 
Secara global, industri Fintech  terus berkembang dengan pesat terbukti 
dari bermunculannya perusahaan start-up di bidang ini serta besarnya 
investasi global di dalamnya. Khususnya di Indonesia, bisnis ini berkembang 
sangat pesat hingga menarik perhatian seluruh pebisnis di Indonesia.
134
 
B. Analisis Relevansi Financial Technology dengan Perkembangan 
Zaman Sekarang 
Perkembangan teknologi, tidak hanya berpengaruh pada sektor 
pendidikan, sosial, politik tapi juga sudah mulai merambah pada sektor 
perekonomian. Hal ini ditandai dengan berkembangnya usaha pada bidang 
teknologi keuangan (Financial Technology). Teknologi informasi telah 
digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong 
tumbuhnya laternatif alat transaksi bagi masyarakat. 
Financial Technology yang ini menjadi topik perbincangan banyak 
orang, karena Financial Technology suatu hal baru dalam bidang 
perekonomian yang memiliki peluang yang besar, sehingga banyaknya start-
up fintech yang bermunculan di Indonesia. Selain dari peluang yang besar, 
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kemudahan-kemudahan yang dapat dilihat dari menjalankan fintech ini dapat 
menjadi alasan orang untuk memulai bisnis ini. 
1. Teori Ekonomi Digital 
Ekonomi Digital adalah penerapan teknologi informasi pada bidang 
ekonomi yang lebih menitikberatkan pada transaksi dan pasar yang terjadi 
didunia internet. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan 
komunikasi akhir-akhir ini dirasakan hampir di setiap aspek kehidupan 
masyarakat. Sebagaimana, setiap kemajuan teknologi komunikasi yang lain, 
internet masuk ke berbagai bentuk kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi 
karena komunikasi adalah salah satu kebutuhan yang mendasar pada 
masyarakat. Teknologi internet berkembang dan menyatu dalam sebuah 
“dunia” atau “ruang maya” atau sering disebut dengan Cyber space yaitu 
sebuah dunia atau tempat orang-orang berkomunikasi, bertemu, dan 
melakukan berbagai aktivitas ekonomi atau bisnis.
135
 
Berdasarkan laporan yang dipublikasika oleh Assosiasi Penyedia Jasa 
Internet (APJII) pada November 2015, pengguna internet di Indonesia 
mencapai 88,1 juta (34% dari jumlah penduduk), pengguna media sosial 79 
juta (31%), dan pengguna ponsel 318,5 juta (125%). Hal ini menunjukkan 
bahwa dalam hal jumlah, penetrasi pemanfaatan teknologi digital di Indonesia 
sangat besar, bahkan melebihi populasi gabungan negara-negara lain di 
ASEAN. 
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Penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari tersebut 
telah mengubah perilaku masyarakat hampir pada semua aspek kehidupan, 
seperti jual beli secara online (e-commerce), interaksi sosial secara digital, 
buku elektronik, koran elektronik, transportasi publik (taksi dan ojek), 
layanan pendukung pariwisata, dan juga Financial Technology. 
Financial Technology bersama dengan para pelaku usaha e-commerce 
dan start-up company (UMKM) merupakan pemain utama dalam 
perekonomian digital. Bidang usaha Financial Technology merupakan layann 
keuangan berbasis digital yang terbentang mulai dari sistem pembayaran, 
layanan perbankn, layanan asuransi, pinjaman, urun dana, hingga sekedar 
advis atau pembelajaran kepada masyarakat melalui media digital. Sedangkan 
e-commerce antara lain berupa tko online, pasar online (digital marketplace), 




Adapun jenis Financial Technology yang paling banyak diminati yang 
sering digunakan oleh masyarakat pada perkembangan zaman sekarang sesuai 
dengan kebutuhan sehari-harinya yaitu salah satunya adalah Cashless 
Payments. Cashless Pyments adalah transaksi tanpa menggunakan uang tunai, 
namun menggunakan transfer, cek, bilyet giro, kartu kredit hingga tap kartu 
(E-wallet). Istilah Cashless sendiri semakin populer melihat jumlah transaksi 
yang dilakukan tanpa menggunakan uang fisik semakin besar, terutama kota-
kota besar di Indonesia. Di era globalisasi ini, tentu setiap orang ingin 
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bergerak secara cepat dan praktis, dengan sistem Cashless atau tap kartu (E-
wallet) pada beberapa transportasi publik, ini menjadi kelebihan tersendiri. 
Selain itu, masyarakat juga cenderung nyaman untuk melakukan kegiatan 
ekonomi menggunakan kecanggihan teknologi ketimbang menyediakan dan 
membawa uang tunai sebagai alat transaksi. 
Salah satu contoh produk Cashless yang sering digunakan oleh 
masyarakat adalah E-money. E-money merupakan uang elektronik berbasis 
kartu yang pertama beredar di Indonesia. Kehadiran E-money membuat 
beragam sektor berlomba-lomba mengembangkan layanan dompet elektronik 
yang bisa digunakan oleh masyarakat. Contoh layanan uang elektronik yang 
cukup umum digunakan di Indonesia adalah Mandiri E-toll, BCA Flazz, BNI 
Tapcash, BRI Brizzi dan masih banyak start-up lain yng turut meramaikan 
pembayaran nontunai di Indonesia.
137
 
2. Teori Digitalisasi Ekonomi Syariah 
Digitalisasi ekonomi syariah adalah merangkum database server yang 
dapat digunakan untuk transaksi online yang saling terhubung satu sama lain 
sehingga transaksi dapat dilakukan secara sistem otomatis dengan mesin yang 
menggunakan metode islami dalam alur transaksi yang berasaskan pada 
kaidah ajaran islam dengan ketentuan yang sudah di atur dalam Al-qur‟anul 
karim. Dengan demikian hanya alur dan prosesnya saja yang berbeda antara 
ekonomi konvensional dan ekonomi syariah sedangkan peralatan dan mesin 
yang digunakan adalah sama. 
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Dalam perekonomian syariah yang terdigitalisasi memungkinkan semua 
dalam bentuk dunia maya atau yang sering disebut dengan bisnis dunia maya 
seperti ; E-commerce, E-business, E-banking, E-payment, E-marketing, E-
learning dan lain sebagainya, meliputi berbagai aspek yaitu Knowledge, 
Digitization, Virtualization, Molecularization, Internetworking, 
Disintermediation, Convergence, Innovation, Prosumption, Immediacy, 
Globalization, dan Discordance. 
Digitalisasi ekonomi syariah mutlak dan harus untuk mengimbangi 
seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang makin 
merambah dalam genggaman tangan (gadget), dan berbagai fitur aplikasi 
bisnis yang ditawarkan makin banyak dan mudah digunakan oleh user dan 
dunia usaha seperti industri, perbankan dan pendidikan, mau tidak mau, suka 
tidak suka, ekonomi tumbuh dan berkembang terutama ekonomi  syariah 
yang sedang naik daun pada era sekarang ini.
138
 
Bisnis Fintech berkembang pesat di Indonesia karena keberadaan 
Fintech banyak memberikan kemudahan bagi kebutuhan manusia dalam 
melakukan transaksi keuangan, seperti pembayaran, jual beli saham, 
peminjaman, dan transaksi lainnya melalui teknologi.
139
 
Segala bentuk kegiatan manusia yang bertujuan untuk mempermudah 
manusia lainnya merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT, 
sesuai didalam firman-Nya Al-Baqarah ayat 185 yang Artinya: “Allah 
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menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran 
bagimu” maksudnya Allah menegaskan bahwa peraturanNya itu adalah untuk 
memudahkan manusia dan bukan untuk menyulitkan manusia sehingga Allah 
SWT memerintah kita untuk mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya ini 
supaya orang-orang bersyukur. 
C. Analisis Financial Technology dalam Sistem Ekonomi Islam 
Sekarang ini peran digital sangat luar biasa, hampir semua 
perekonomian menggunakan teknologi dan komunikasi atau digitalisasi, baik 
dalam mengemas produk ataupun dalam memasarkan produk, sehingga lebih 
mudah dan lebih cepat dalam distribusi informasi yang digunakan untuk 
membuat pertumbuhan ekonomi semakin cepat dan tiada batas dengan 
dukungan teknologi digital dan teknologi informasi.
140
 
Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah melahirkan sebuah 
bisnis yang banyak memberikan manfaat bagi manusia, salah satunya adalah 
Financial Technology atau biasa di sebut Fintech. Secara umum Fintech 
berkaitan dengan para pelaku sektor jasa keuangan yang berkaitan dengan 
teknologi modern dalam aktivitas kerjanya. Dengan kata lain seluruh aktivitas 
kerjanya menggunakan kecanggihan teknologi.  
Menurut Ahmad Wira Ph.D, seorang akademisi IAIN Imam Bonjol 
Padang, penggunaan Financial Technology yang digunakan sekarang ini 
tidak bertentangan dengan hukum Islam. Contohnya jual beli online,dalam 
hukum Islam, transaksi jual beli harus dilakukan dengan ijab kabul, tetapi 
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dalam mazhab Hanafi diperbolehkan melakukannya tanpa menggunakan 
akad. Mazhab tersebut memiliki prinsip adanya rasa ketertarikan di antara 
penjual dan pembeli sehingga tidak perlu bertemu secara langsung. 
Penggunaan Financial Technology ini merupakan salah satu bentuk 
muamalah dalam Islam yang didorong oleh kemajuan zaman.
141
 
Ada beberapa acuan yang menjadi sumber Financial Technology tidak 
bertentang dengan ekonomi Islam yaitu sebagai berikut: 
1. Kaidah Ushul Fiqh  
Menurut Istitah yang digunakan oleh para ahli Ushul Fiqh ini, Ushul 
Fiqh itu ialah, suatu ilmu yang membicarakan berbagai ketentuan dan kaidah 
yang dapat digunakan dalam menggali dan merumuskan hukum syari'at Islam 
dari sumbernya. Dalam pemakaiannya, kadang-kadang ilmu ini digunakan 
untuk menetapkan dalil bagi sesuatu hukum; kadang-kadang untuk 
menetapkan hukum dengan mempergunakan dalil Ayat-ayat Al-Our'an dan 
Sunnah Rasul yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, dirumuskan 
berbentuk "hukum Fiqh" (ilmu Fiqh) supaya dapat diamalkan dengan mudah. 
Demikian pula peristiwa yang terjadi atau sesuatu yang ditemukan dalam 
kehidupan dapat ditentukan hukum atau statusnya dengan mempergunakan 
dalil. 
Obyek utama dalam pembahasan Ushul Fiqh ialah Adillah 
Syar'iyah (dalil-dalil syar'i) yang merupakan sumber hukum dalam ajaran 
Islam. Selain dari membicarakan pengertian dan kedudukannya dalam 
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hukum Adillah Syar'iyah itu dilengkapi dengan berbagai ketentuan dalam 
merumuskan hukum dengan mempergunakan masing-masing dalil itu. 
Sesuatu yang tidak boleh dilupakan dalam mempelajari Ushui Fiqh ialah 
bahwa peranan ilmu pembantu sangat menentukan proses pembahasan. 
Ushul Fiqh itu ialah suatu ilmu yang sangat berguna dalam 
pengembangan pelaksanaan syari'at (ajaran Islam). Dengan mempelajari 
Ushul Fiqh orang mengetahui bagaimana Hukum Fiqh itu diformulasikan dari 
sumbernya. Dengan itu orang juga dapat memahami apa formulasi itu masih 
dapat dipertahankan dalam mengikuti perkembangan kemajuan ilmu 
pengetahuan sekarang; atau apakah ada kemungkinan untuk 
direformulasikan. Dengan demikian, orang juga dapat merumuskan hukum 
atau penilaian terhadap kenyataan yang ditemuinya sehari-hari dengan ajaran 
Islam yang bersifat universal itu. 
Hubungan ushul fiqh dengan masalah-masalah kontemporer adalah 
sebagai berikut: pertama, ushul fiqh sebagai moel percontohan untuk 
melakukan riset ilmiah. Seseorang yang ingin memproduksi suatu hukum 
syariah, diharuskan terlebih dahulu menentukan referensi yang ingin 
digunakannya. Kemudian mengolah referensi tersebut sesuai dengan standar 
ilmiah yang telah ditentukan oleh para ulama. Hal itu memastikan bahwa 
produk hukum yang dihasilkan tidak akan melenceng dari koridor syariah. 
Kedua, ushul fiqh sebagai model percontohan untuk melakukan dialog 
yang sistematis dan bermutu. Hal ini dapat dilihat di dalam pembahasan qiyas 
dan etika dialog yang tersusun didalamnya dengan rapi. Dalam etika produksi 
  
hukum kecuali harus tunduk dengan teori-teori yang telah ditetapkan dalam 
qiyas. 
Ketiga, relasi antara ushul fiqh dan masalah sosial. Ushul fiqh adalah 
ilmu yang menyatu dengan masyarakat, berbaur dengan segala 
problematikanya, bahkan menawarkan ribuan, atau mungkin jutaan solusi 
yang sangat strategis dan relevan.  
Keempat, relasi ushul fiqh dan kemashlahatan umat. Maslahah 
Mursalah adalah salah satu pembahasan dalam ushul fiqh yang membahas 
hal-hal yang berhubungan dengan kemaslahatan kehidupan manusia. Tidak 
berlebihan, kalau dikatakan bahwa tidak ada satupun fenomena kehidupan 
manusia yang lepas dari kontrol ushul fiqh.
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2. Al-Qur‟an dan Hadis Sebagai Sumber Ijtihad 
Sebagaimana di awal dikatakan bahwa Islam memiliki cakupan ajaran 
yang luas. Transaksi jual beli pun di atur dalm Islam berdasarkan hukum 
utama Islam yang bersumber dari Al-Qur‟an sebagai sumber hukum umat 
Islam. Spirit jual beli dalam Islam dapat ditemukan dalam beberapa ayat, yag 
artinya: ...Padahal Allah telah mengahalakan jual beli dan mengharamkan 
riba... (Q.S al-Baqarah (2): 25). 
Ayat ini memberikan penegasan secara jelas status yuridis kegiatan 
transaksi bisnis dalam Islam, yaitu kegiatan yang dihalalkan sepanjang tidak 
ditemukan ayat yang secara eksplisit menghalalkannya. Kebalikan dari itu, 
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ayat tersebut juga menuju status yuridis dari kegiatan yang mengandung 
unsur riba, termasuk juga tadli dan taghrir. 
Tadlis merujuk pada pemahaman bahwa kedua belah pihak yang 
terlibat dalam transaksi sebuah bisnis memiliki kesempatan yang sama untuk 
mengetahui beberapa informasi berhubungan dengan objek atau barang yang 
dibisniskan. Setidaknya ada empat informasi utama yang melekat sebagai hak 
kedua belah pihak (penjual atau pembeli, produsen dan konsumen) yaitu 
informasi yang berkaitan dengan jumlah, kualitas, harga dan waktu 
pengiriman. Apabila dalam transaksi tidak tersirat empat informasi tersebut 
kedua belah pihak, maka menurut hukum Islam telah terjadi kebohongan 
terhadap satu pihak dan raktek semacam ini disebut tadlis.
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Berbeda dengan tadlis, thagrir merujuk pada ketidakmenentuan suatu 
transaksi yang dilakukan kedua belah pihak. Hukum Islam tidak memberikan 
ruang praktek tadlis karena bertentangan dengan tujuan syari‟ah. Apabila 
praktek thagrir ini diperbolhkan, maka pelaku bisnis akan memperoleh 
keuntungan dari bisnis akan memperoleh keuntungan dari bisnis yang tidak 
jelas. Praktek semacam ini tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam karena 
tujuannya adalah mencegah terjadinya praktek yang tidak merugikan pihak 
lain dan tidak membuka ruang terjangkitnya model transaksi bisnis yang 
bertentangan dengan hukum Islam dan kemanusiaan.
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Adapun karakteristik syariat Islam dikemukakan sebagai berikut: 
                                                          
143
 Muhammad & Rahmad Kurniawan, Visi dan Aksi Ekonomi Islam.., h. 61. 
144
 Ibid.., h. 62. 
  
Pertama, tidak mempersulit maksudnya dalam menetapkan syari‟at 
Islam, al-Qur‟an senantiasa memperhitungkan kemampuan manusia dalam 
elaksanakannya, itu diwujudkan dengan memberikan kemudahan dan 
kelonggaran kepada manusia, agar menerima ketetapan hukum dengan 
kesanggupan yang dimilikinya. 
Kedua, mengurangi beban (taqlil al-taklif). Prinsip kedua ini 
merupakan langkah preventif terhadap mukallaf dari pengurangan dan 
penambahan dalam kewajiban agama. Al-Qur‟an tidak memberikan hukum 
kepada mukallaf agar ia menambahi atau menguranginya, meskipun hal itu 
mungkin di anggap wajar menurut perspektif sosial.  
Ketiga, pensyariatan secara gradual (tadarruj). Al-Qur‟an merupakan 
kitab suci yang dalam prosesi tasyri‟ sangat memperhatikan berbagai aspek, 
baik natural, spiritual, kultural, maupun sosial umat. Dalam menetapkan 
hukum, al-Qur‟an selalu mempertimbangkan, apakah mental spiritual 
manusia telah siap untuk menerima ketentuan yang akan dibebankan 
kepadanya, hal ini terkait erat dengan prinsip kedua, yakni tidak 
memberatkan umat. 
Keempat, sejalan dengan kemashlahatan universal (syumuliyah). 
Manusia adalah objek dan subjek legislasi hukum Al-Qur‟an. Seluruh hukum 
yang terdapat dalam al-Qur‟an diperuntukkan demi kepentingan dan 
perbaikan kehidupan umat, baik mengenai jiwa, akal, keturunan maupun 
pengelolaan harta benda, sehingga penerapannya senantiasa 
memperhitungkan lima kemashlahatan, disitulah terdapat syariat Islam. 
  
Kelima, persamaan dan keadilan. Persamaan hak adalah salah satu 
prinsip utama syariat Islam, baik yang berkaitan dengan ibadah atau 
muamalah. Persamaan hak tersebut tidak berlaku bagi umat Islam, tetapi juga 
bagi seluruh agama. 
Berdasarkan ayat-ayat al-Qur‟an tentang prinsip berekonomi yaitu 
dalam QS. Al-Baqarah [2] : 168-169, QS. An-Nisa [4] : 29, QS. Al-Hadid 
[57] : 25 dan QS. Al-Maidah [5] : 2, dapat disimpulkan bahwa menurut 
perspektif Islam, prinsip dalam sistem ekonomi Islam, yng dijadikan sebagai 
acuan dalam melakukan berbagai aktivitas perekonomian yaitu asas saling 
menguntungkan, asas manfaat dan kehalalan komoditas, asas suka sama suka, 
asas keadilan dan asas saling tolong menolong. Dengan demikian, seluruh 
aktivitas ekonomi harus didasarkan pada konfirmasi dari Al-Qur‟an dan 
Hadis. Karena pada prinsipnya, segala sesuatu yang diajarkan Al-Qur‟an dan 
Hadis sudah pasti mengandung kemaslahatan. Apabila muatan atau indikator 
kemaslahatan ada dalam bidang muamalah, maka itulah sebenarnya yang 
dituju oleh hukum syara‟, karena Islam disyariatkan memang untuk menjaga 




Selain Al-Qur‟an, dasar hukum akad yang kedua adalah hadis Nabi. 
Anjuran akad yang dilakukan atas dasar saling meridhoi, sebagaimana 
dijelaskan dalam beberapa surat di atas, juga ditemukan dalam beberapa hadis 
yang menghedaki akad jual beli hendaklah dilakukan dengan rela dan suka 
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sama suka tanpa harus menipu sesama sebagaimana ditemukan dalam hadits 
yang diriwayatkan Ibnu Hibban dan Ibnu Majah dan Abu Daud yaitu: Jual 
beli harus dipastikan harus saling meridhai. (HR Baihaqi dan Ibnu Majjah). 





Mayoritas ulama pun telah sepakatbahwa jual beli diperbolehkan 
dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan 
dirinya, tanpa bantuan orang lain. Sebagai makhluk madani, manusia 
senantiasa memerlukan keterlibaan dan peran aktif orang lain. Sebagai 
makhluk madani, manusia senantiasa memerlukan keterlibatan dan peran 
aktif orang lain  dalam rangka menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang 
bersifat built in dalam dirinya. 
Islam telah menghendaki kemudahan dan tidak memberikan kesusahan 
kepada umatnya, justru Islam selalu menghendaki kemudahan bagi seluruh 
pemeluknya. Sebagaimana tercantum di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 
yang berbunyi: 
  ....              ... 
Artinya: “...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 
kesukaran bagimu..” 
Posisi Financial Technology ini dimaksudkan untuk memudahkan 
manusia dalam melakukan kegiatan keuangan. Maka dari itu, sesuai dengan 
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potongan ayat di atas, Financial Technology dapat diterapkan dalam ekonomi 
islam.  Bahkan DSN-MUI pun telah mengeluarkan fatwa mengenai uang 
elektronik syariah dan fatwa tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi 
untuk mendukung transaksi Financial Technology ini berdasarkan dari 
prinsip-prinsip ekonomi Islam, agar terhindar dari gharar, riba dan 
sebagainya yang dapat menimbulkan kemudharatan. 
4. Maslahah Mursalah dalam ekonomi Financial Technology 
Secara bahasa, maslahah berasal dari kata  خهص dengan penambahan 
“alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” 
atau “rusak”. Kata mashlahah adalah bentuk masdar dari  حلهص yaitu manfaat 
atau terlepas dari padanya kerusakan. Sebagimana dikutip oleh Rahmad 
Syafi‟i1 di dalam kitab Lisanul Arab bahwa al-mashlahah juga merupakan 
bentuk tunggal (mufrad) dari al-mashalih .(Semuanya mengandung arti 
adanya manfaat, baik secara asal ataupun melalui suatu proses, seperti 
menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, 
seperti menjauhi kemadharatan dan penyakit. Sedangkan secara istilah, 
terdapat beberapa rumusan definisi yang diberikan oleh para ulama. Di antara 
pengertian tersebut, sebagaimana yang dinukilkan oleh Amir Syarifuddin , 
seperti apa yang di jelaskan oleh al-Ghazali, yaitu: دىصمي عرشنا ػ لًهتظفاذ ىه  yakni 
memelihara tujuan syara‟ (dalam menetapkan hukum). Al-Khawarizmi 
memberikan definisi bahwa: ػ  لهًتظفاذ ىه  menetapkan dalam‟ (syara tujuan 
Memelihara (  رضلًفنا غفرب عرشنا دىصميٍػ  خهنا  hukum) dengan cara menghindarkan 
kerusakan dari manusia). 
  
Menurut ulama Malikiyah hadis Rasulullah saw tersebut berlaku ketika 
supply sedikit sedangkan demand banyak, sehingga kenaikan adalah wajar. 
Akan tetapi jika kenaikan tersebut bukan disebabkan excess demand tetapi 
karena ulah pedagang itu sendiri maka ulama Malikiyah membolehkan 
pemerintah turut campur dalam penetapan harga dengan pertimbangan 
”kemaslahatan” konsumen. Untuk menjadikan maslahah mursalah sebagai 
dalil penetapan hukum, ulama Hanafiyah menetapkan persyaratan yaitu 
a. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan kehendak syara‟ dan termasuk ke 
dalam kemaslahatan yang didukung nash secara umum 
b. Kemaslatan tersebut bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan 
sehingga hukum yang ditetapkan melalui maslahah mursalah itu 
benarbenar memberikan manfaat dan menghindari kemudaratan. 
c. Kemaslahatan tersebut menyangkut orang banyak, bukan kepentingan 
priibadi atau kelompok kecil tertentu 
Menurut asy-Syatibi (dari mazhab Malikiyah) keberadaan dan kualitas sebuah 
maslahah mursalah bersifat qath‟i sekalipun dalam penerapannya bisa 
bersifat zanni. Karenanya asy-Syatibi hanya membuat dua kriteria agar 
maslahat dapat diterima sebagai dasar pembentukan hukum Islam. Pertama, 
maslahat tersebut harus sejalan dengan jenis tindakan syara‟, karena itu 
maslahat yang tidak sejalan dengan jenis tindakan syara‟ atau yang 
berlawanan dengan dalil syara‟ (al-Qur‟an, as-Sunnah dan ijma‟) tidak dapat 
diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Kedua, maslahat 
seperti kriteria nomor satu di atas tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Jika 
  
ada dalil khusus yang menunjukkannya maka itu menurut asy-Syatibi 
termasuk dalam kajian qiyas. Asy-Syatibi berpendapat demikian karena 
metode istislah atau maslahah-mursalah dalam menetapkan hukum Islam 
tidak berdasarkan kepada nass tertentu, tetapi hanya berdasarkan maslahat 
yang sejalan dengan tujuan penetapan hukum syara‟ kesimpulannya bahwa 
jika Financial Technology harus sejalan dan tidak berlawanan dengan dalil 
syara‟. 
5. Ijtihad dan aplikasinya dalam ekonomi Financial Technology 
Pertama kali yang tentu perlu diketahui adalah makna kata dari ijtihad. 
Dari beberapa literature disebutkan bahwa ijtihad akar katanya memiliki tiga 
huruf (jahada) yang dalam bentuk masdarnya menjadi jahdun dan juhdun. 
Ulama ada yang berpendapat keduanya memiliki makna yang sama yaitu 
kemampuan, tetapi ada pula ulama yang mengartikan berbeda, yaitu al jahd 
itu sebagai “mengerahkan segala kemampuan” dan al juhd sebagai 
“kesulitan”. Makna al jahd dan al juhd ini memiliki kesamaan maksud, 
dimana keduanya dapat dikatakan saling melengkapi. Dengan demikian dapat 
dikatakan kedua akar kata itu menghimpun makna; mengerahkan segala 
kemampuan dalam menghadapi kesulitan. Seorang ulama bernama Raghib Al 
Isfahani mendefinisikan kata ijtihad dengan menggabungkan makna dua akar 
kata diatas yang memiliki inti substansi yang sama; ijtihad adalah upaya 
sungguh-sungguh yang mengerahkan segala kemampuan dengan 
menanggung semua kesulitan yang ada di dalamnya.  
  
Sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa ranah dan penggunaan 
ijtihad menyebar diberbagai aspek kehidupan, seperti politik, hukum, social-
budaya dan juga ekonomi. Khusus untuk ekonomi (Islam), ijtihad harus 
diakui memiliki peran yang sangat krusial. Dengan perkembangan ekonomi 
yang semakin kompleks, sofistikasi produk dan transaksi, dimana 
perkembangan dan sofistikasi tersebut secara teknis tidak sama dengan apa 
yang dilakukan pada masa Nabi dan Sahabat, maka hal ini membuat ijtihad 
menjadi satu kebutuhan yang sangat penting. Posisi ijtihad juga menjadi 
sentral. Oleh sebab itu, ketepatan melakukan dan kebenarannya hasil menjadi 
satu hal yang juga krusial. Dengan perkembangan mutakhir dari ekonomi 
khususnya di sector Financial Technology dalam keuangan syariah, peran 
ijtihad menjadi semakin sentral. Karena hampir disetiap pengembangannya, 
baik itu operasional maupun produk, selalu bersentuhan dan di-back up 
dengan ijtihad. Ijtihadlah yang menjadi factor yang sangat menentukan untuk 
menjaga orisinalitas praktek keuangan syariah agar aplikasinya selalu in-line 
dengan semangat ekonomi Islam.  
Ijtihad yang benar, tentu mampu memelihara karakteristik unik 
keuangan syariah. Terlebih lagi, ketika saat ini keuangan syariah 
dipraktekkan berdampingan dengan keuangan konvensional dan pelakunya 
mayoritas masih berlatar belakang pendidikan. Atas alasan ini, peneliti 
menilai ijtihad menjadi sangat penting untuk diketahui nature-nya, seperti 
kapan secara tepat melakukannya, bagaimana menggunakannya, proses 
mendapatkannya, atau siapa yang patut melakukannya. Dalam pengembangan 
  
system keuangan syariah, ijtihad tidak bisa dilakukan serampangan. Ketika 
memang tidak ditemukan dalil pelarangan dari suatu muamalah, yang perlu 
diyakinkan apakah memang tidak ada dalil yang melarang atau pengetahuan 
yang terbatas sehingga tidak mampu memahami subtansi masalah sehingga 
akhirnya sampai pada proses ijtihad yang berkesimpulan “boleh”.  
Implikasi ekonomi tentu mudah diketahui menggunakan logika sebab-
akibat. Praktek keuangan syariah adalah bagian dari ekonomi yang memang 
pada dasarnya adalah alur transmisi sebab-akibat. Ada beberapa hal krusial 
yang menurut saya menjadi penting untuk dipahami. Ketika kaidah muamalah 
Islam (termasuk didalamnya keuangan syariah) menyebutkan bahwa “pada 
dasarnya semua muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang melarang”, maka 
dalam muamalah Islam pertanyaan yang relevan terhadap suatu aktifitas 
ekonomi apakah ia boleh atau tidak boleh adalah “apakah ada dalil yang 
melarang”. Berbeda dengan ibadah, dimana pertanyaan yang relevan adalah 
“apakah ada dalil yang membolehkan”, mengingat muamalah dan ibadah 
memiliki dua kaidah yang bertolak belakang.  Oleh sebab itu, maka 
mengklasifikasikan sebuah praktek muamalah itu boleh atau tidak boleh 
(sekali lagi) sangat ditentukan oleh kedalaman pemahaman dan pengetahuan 
seseorang (yang diamanahi tugas mengeluarkan fatwa/berijtihad) terhadap 
dalil-dalil pelarangan bermuamalah. Ketika pengetahuan dan pemahamannya 
tidak begitu luas dan dalam, maka boleh jadi seseorang akan overlook dalam 
mengambil kesimpulan atas sebuah masalah.  
  
Selain itu, ijtihad yang dilakukan seseorang untuk kepentingan pribadi 
dirinya mungkin tidak akan menjadi masalah yang terlalu krusial 
dibandingkan ijtihad yang ditujukan untuk kepentingan umum, kepentingan 
masyarakat luas. Oleh sebab itu ijtihad dibidang keuangan (termasuk 
ekonomi) syariah harus disikapi dengan berhati-hati, dengan sensitifitas yang 
tinggi, mengingat ijtihad (yang berakhir pada perumusan fatwa) dibidang itu 
mempertaruhkan kepentingan umum. Kaidah bahwa “ijtihad itu meskipun 
salah tetap akan mendapat satu kebaikan” tidak dapat dengan serampangan 
dipakai dengan konotasi menganggap ringan semua masalah. Kaidah ini tidak 
bisa dengan seenaknya dijadikan dalih untuk mengeluarkan fatwa tanpa 
perhitungan yang matang, tanpa landasan yang kuat.  
 Dalam praktek keuangan syariah, ijtihad yang salah dan berakhir 
pada fatwa yang keliru akan berimplikasi pada kerusakan system keuangan 
bahkan kekacauan ekonomi yang berakibat buruk bagi banyak orang. Tidak 
cukup hanya mengatakan bahwa kalau ijtihadnya keliru, maka ada satu 
kebaikan yang diberikan oleh Allah SWT. Ijtihad harus dilakukan dalam 
ruang usaha yang sungguh-sungguh dan maksimal, sesuai dengan definisi 
ijtihad itu sendiri.  Ditengah kondisi wujudnya dikotomi pengetahuan fikih 
dan praktek keuangan (karena keilmuan keuangan syariah relative baru, 
sehingga memang ahli fikih masih terbatas pengetahuannya pada aspek 
ekonomi/keuangan dan praktisi keuangan belum memiliki pengetahuan fikih 
dengan baik), maka menjadi sangat wajar apabila sebuah ijtihad dalam rangka 
mendapatkan fatwa, mempertimbangkan dua sudut pandang pengetahuan 
  
tadi. Artinya ijtihad harus dilakukan bersama, fatwa harus mendengarkan dan 
mempertimbangkan kedua sudut pandang, baik alasan fikih maupun alasan 
keuangan termasuk ekonomi, agar mendapatkan gambaran utuh dan 
menyeluruh terhadap suatu masalah. Bagaimana bisa menerima ijtihad yang 
berasal dari seseorang yang tidak mengetahui dengan benar masalah yang 
menjadi objek ijtihadnya. Apalagi dalam bidang keuangan syariah atau 
perbankan syariah. Ijtihad terhadap produk keuangan/perbankan syariah, 
haruslah didasari atas pemahaman mendalam terhadap produk tersebut, 
memahami mekanismenya juga implikasi-implikasinya. Jika hanya 
mengakomodasi satu pihak saja tentu akan misleading dalam menyimpulkan 
sebuah permasalahan yang tengah diijtihadkan. Apalagi dalam ranah fikih, 
pada perkembangannya terdapat kekayaan pendapat, sampai-sampai sudah 
ada anggapan bahwa fikih menyediakan semua dalil dari halal sampai haram 
untuk satu jenis aktifitas tertentu. Kondisi seperti itu membuat praktek 
keuangan syariah memiliki risiko yang sangat besar dalam ketidaktepatan 
memilih dalil. Sehingga, dalam proses ijtihad dalam rangka mendapatkan 
fatwa, ijtihad ekonomi Islam atau keuangan syariah membutuhkan alat bantu 
lain atau alat control agar pemilihan dalil betul-betul tepat dan benar. Dan 
sejauh ini, saya masih meyakini alat bantu atau control yang relevan adalah 
pengetahuan ekonomi atau keuangan.  Sesuai dengan kaidah fiqih muamalah 
“dalam muamalah semua itu boleh kecuali ada dalil yang melarang”, memang 
akan membuat pelaku muamalah memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam 
berkreasi muamalah. Ketidak tahuan atau pengetahuan yang tidak mendalam 
  
pada dalil-dalil pelarangan bentuk-bentuk transaksi dapat saja membuat 
pelaku terjebak pada transaksi sejenis itu. Oleh sebab itu, sikap kehati-hatian, 
meluaskan sudut pandang, melibatkan banyak perspektif sepatutnya menjadi 
upaya mitigasi dalam rangka mendapatkan hasil ijtihad yang maksimal, hasil 
yang sejalan dengan semangat ekonomi Islam, hasil yang penuh berkah dan 
kebaikan-kebaikan. Dan terlepas dari itu semua, ijtihad dalam Financial 
Technology ini untuk mencapai keuangan yang berbasis syariah juga sangat 
dipengaruhi oleh tingkat interaksi, sensitifitas social, tingkat kesadaran dan 
pengetahuan para pihak-pihak dalam sebuah komunitas ekonomi, seperti 
otoritas fatwa, otoritas industry, akademisi dan masyarakat itu sendiri.  
6. Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia mengenai 
Financial Technology 
Adapun fatwa dari DSN-MUI yang berkaitan dengan Financial 
Technology yaitu sebagai berikut: 
a. Uang Elektronik Syariah (Fatwa No 116/DSN-MUI/IX/2017) 
Fatwa mengenai Uang Elektronik Syariah (Fatwa No 116/DSN-
MUI/IX/2017) yang di antaranya mengatur hubungan hukum di antara pihak 
yang terlibat dalam transaksi uang elektronik dan prinsip umum yang wajib di 
patuhi  pada saat melakukan transaksi uang elektronik. Ditekankan dalam 
fatwa tersebut bahwa akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik 
adalah akad wadi‟ah dan qardh. Akad yang dapat digunakan penerbit dengan 
para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (prinsipal, acquirer, 
  
pedagang (merchant), penyelenggaraan kliring, dan penyelenggara penyelesai 
akhir) adalah akad ijarah, akad ju‟alah, dan akad wakalah bi al-ujrah. 
Penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari 
transaksi yang ribawi, gharar, maysir, tadlis, riswah, dan israf serta transaksi 
atas objek yang haram atau maksiat. Kemudian, jumlah nominal uang 
elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah dan 
dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka 
jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.
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b. Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi No. 117/DSA-
MUI/II/2018  
Fatwa kedua yang dikeluarkan oleh DSN-MUI tentang Layanan 
Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi No. 117/DSA-MUI/II/2018 yaitu 
mengatur ketentuan umum prinsip syariah dalam kegiatan Fintech dan ragam 
produk yang dapat dijalankan, antara lain Penyelenggaraan Layanan 
Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan 
prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, 
dharar, zhulm dan haram. 
Akad yang digunakan oleh para pihak dalam Penyelenggaraan Layanan 
Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang 
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selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-ba‟i, 
ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujrah, dan qardh.
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Dari sisi akad, Fintech tidak bertentangan dengan syariah sepanjang 
mengikuti prinsip-prinsip sahnya suatu akad, serta memenuhi suatu syarat dan 
rukun serta hukum yang berlaku. Pada dasarnya Fintech harus merujuk 
kepada salah satu prinsip muamalah yaitu „an taradhin atau asas kerelaan para 
pihak yang melakukan akad. Asas ini menekankan adanya kesempatan yang 
sama bagi para pihak untuk menyatakan proses ijab dan qabul. Syarat yang 
harus dipenuhi adalah harus ada objek („aqid), subjek (mu‟qud „alaihi) dan 
keinginan untuk melakukan aqad (sighat) dan rukun yang harus wujud adalah 
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Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah diuraikan 
pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Peneliti menyimpulkan bahwa Start-up Financial Technology memiliki 
peran yang sangat besar yaitu sebagai berikut: Pertama, transaksi 
keuangan menjadi lebih praktis dan aman. Kedua, Start-Up Financial 
Technology dapat memajukan perkembangan bitcoin, dengan begitu 
masyarakat yang tidak memiliki akun bank bisa melakukan transaksi 
pembayaran atau pengiriman uang dengan bitcoin. Ketiga, Start-Up 
Financial Technology dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, salah 
satu bukti konkretnya yaitu Financial Technology dapat menghadirkan 
Merchant yang menerima pembayaran kartu debit dan kredit dengan biaya 
rendah. Keempat, Start-Up Financial Technology juga dapat membangun 
infrastruktur perbankan sebagai solusi untuk meningkatkan daya beli 
masyarakat, dengan menciptakan solusi dalam menekan biaya dan waktu 
penyediaan layanan keuangan yang sebelumnya harus ditanggung oleh 
penyedia maupun pengguna layanan. Kelima, Start-Up Financial 
Technology dapat menghapus rentenir pinjaman, maksudnya menghapus 
orang-orang atau badan yang memberikan pinjaman dengan bungan yang 
tinggi untuk mengambil keuntungan dengan cara membuat sistem 





2. Relevansi Financial Technology pada perkembangan zaman sekarang 
sudah sangat jelas keterkaitannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, 
yang memberikan kemudahan bagi kebutuhan masyarakat dalam 
melakukan transaksi keuangan, seperti pembayaran, jual beli saham, 
peminjaman dan transaksi lainnya melalui tekhnologi. Ketergantungan 
masyarakat dengan menggunakan Financial Technology ini membuktikan 
bahwa Financial Technology semakin hari semakin berkembang pesat, 
sehingga memiliki daya tarik tersendiri bagi penggunanya dalam 
melakukan transaksi atau kegiatan lainnya menggunakan jasa Financial 
Technology ini. 
3. Peneliti menyimpulkan bahwa akad Financial Technology tidak 
bertentangan dalam sistem ekonomi Islam sepanjang mengikuti prinsip-
prinsip sahnya suatu akad, serta memenuhi suatu syarat dan rukun serta 
hukum yang berlaku. Financial Technology dalam sistem ekonomi Islam 
ini juga tentunya akan memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat 
yang akan menggunakan jasa Financial Technology ini, khususnya kepada 
masyarakat yang ingin terhindar dari jeratan riba, karena sejatinya 
bermuamalah bukan hanya sebatas pada sisi nilai ekonomi saja, akan 
tetapi juga harus bernilai sisi ibadah agar kegiatan muamalah menjadi 
berkah.  
B. Saran 
Teknologi keuangan memiliki tingkat efektivitas yang baik , namun 





yang relevan dan teratas, untuk itu perlu upaya tindak lanjut dari 
Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan serta Penyedia jasa Financial 
Technology agar dapat meningkatkan literasi, kajian ilmiah yang 
mendalam agar kehadiran Financial Technology di tengah masyarakat 
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